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Skripsi ini membahas tentang peran perpustakaan dalam mencegah dan 
menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa di UPT Perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Rumusan masalah penelitian ini yaitu 
pertama bagaimana kebijakan yang diterapkan perpustakaan tentang pencegahan dan 
penanggulangan plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa di UPT Perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar?  kedua bagaimana upaya yang 
dilakukan perpustakaan dalam mencegah dan menanggulangi plagiarisme pada karya 
ilmiah mahasiswa di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar? 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan 
perpustakaan tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada karya ilmiah 
mahasiswa di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar serta 
untuk mengetahui upaya yang dilakukan perpustakaan dalam mencegah dan 
menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa di UPT Perpustakaan 
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Penelitian kualitatif 
dengan menggunakan  pendekatan secara deskriptif kualitatif. Informan dalam 
penelitian yaitu Warek 1, Kepala Perpustakaan, Tim Instruktur deteksi plagiat dan 
mahasiswa. Data diperoleh melalui observasi, wawancara serta dokumentasi. Teknik 
analisis data menggunakan metode kualitatif.  
Hasil analisis menunjukkan bahwa kebijakan yang diterapkan terkait 
pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada karya ilmiah yaitu dikeluarkannya 
SK Rektor Nomor 198:B tahun 2017 tentang pedoman pelaksanaan deteksi plagiat 
pada setiap karya ilmiah di lingkup UIN Alauddin Makassar. Selain itu, memberikan 
pelatihan dasar kepada pustakawan tentang cara mengoperasikan turnitin, kerjasama 
dengan semua fakultas untuk mencegah terjadinya plagiat pada penulisan karya 
ilmiah serta adanya mekanisme deteksi plagiat. Selanjutnya, upaya yang dilakukan 
perpustakaan dalam mencegah dan menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah 
mahasiswa adalah dengan melanggan alat deteksi plagiat yang disebut turnitin 
kemudian membentuk tim yang akan mengoperasikan sistem deteksi anti plagiat. 
Selain itu, mempercepat digitalisasi koleksi yang selanjutnya akan diunggah ke 
repository kampus agar tidak terjadi duplikasi karya ilmiah, sosialisasi mandiri dari 
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mahasiswa ke mahasiswa maupun sosialisasi besar-besaran baik dari fakultas, 
lembaga, maupun universal, penyuluhan tentang pencegahan plagiarisme, pendidikan 
pemustaka tentang bagaimana cara membuat karya ilmiah bebas plagiat, penyebaran 
poster atau pamflet mengenai cara menghindari plagiat pada karya ilmiah serta 
mengadakan standing banner anti plagiat pada setiap fakultas. 
 






A. Latar Belakang 
 Pentingnya dilakukan pencegahan plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa 
adalah agar setiap karya yang dihasilkan oleh mahasiswa murni dari hasil kerja keras 
otak sendiri. Selain itu tentunya  juga akan membuat  para peneliti bersikap jujur, 
karena kejujuran dalam membuat suatu karya sangatlah diperlukan.  Dan salah satu 
nilai tertinggi pada sebuah karya tulis adalah  keaslian, bahkan sebuah karya tulis 
ilmiah dituntut untuk memiliki kualitas dalam hal kejujuran, keaslian dan 
objektivitas.  Dengan itu karya tersebut dapat dimasukkan dalam pengkajian ilmu 
pengetahuan baru serta  dapat dikembangkan ke dalam penelitian selanjutnya, 
sehingga penelitian ini memberikan manfaat yang besar bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan tanpa adanya unsur plagiarisme. 
Konsep plagiarisme atau yang biasa disebut plagiat adalah tindakan yang 
tidak diperbolehkan bagi semua orang dalam kegiatan penulisan ilmiah. Namun 
sampai saat ini masih saja terjadi tindakan plagiarisme terutama di dunia kampus 
yaitu para mahasiswa semester akhir yang sudah melakukan penelitan  biasanya 
mencopy paste berbagai karya ilmiah orang lain tanpa sepengetahuan penulis aslinya. 
Kita ketahui bersama bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan berdasarkan pada ilmu 
pengetahuan yang sudah ada sebelumnya.  Oleh karena itu bagi seorang peneliti tidak 





rujukan. Hal ini harus dimengerti sebagai suatu kejujuran intelektual yang tidak akan 
menurunkan kualitas karya tulis kita. 
Sementara itu berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 
2010 bahwa “Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh 
kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh 
karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa 
menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Plagiat dapat dianggap sebagai tindak 
pidana karena mencuri hak cipta orang lain tanpa meminta izin dan menyertakan 
sumber yang di catatnya. Didunia pendidikan, pelaku plagiarisme dapat dikenakan 
sanksi atau hukuman berat seperti dikeluarkan dari sekolah maupun universitas, atau 
bahkan di denda berupa uang  atau hukuman penjara. Pelaku plagiat disebut sebagai 
plagiator. (Menteri Pendidikan Nasional, 2010: 2). 
Pada saat sekarang ini, tindakan plagiarisme sudah diterapkan di dunia 
kampus dan ditangani langsung oleh perpustakaan yang berperan sebagai jantung 
universitas. Disini UPT perpustakaan UIN Alauddin Makassar melakukan tindakan 
pencegahan terhadap terjadinya plagiarisme pada karya-karya tulis ilmiah mahasiswa 
dari berbagai jurusan dengan melakukan pendeteksian menggunakan aplikasi 
turnitin. 
  Dalam proses lalu lintas ilmu pengetahuan baru, dalam hal ini hasil penelitian 
mahasiswa harus bebas dari unsur plagiarisme karena perpustakaan akan 
memproduksinya untuk digunakan kembali sebagai bahan rujukan dalam penelitian 




menerbitkan peraturan menteri No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi. Peraturan inilah yang sekarang 
menjadi acuan bagi perpustakaan perguruan tinggi dalam menanggulangi serta 
mencegah terjadinya tindakan plagiarisme dilingkungannya (Menteri Pendidikan 
Nasional, 2010: 1-9).   
 Berdasarkan observasi lapangan yang dilakukan secara langsung di 
Perpustakaan Pusat UIN Alauddin Makassar pada bulan Januari 2019 bahwa masih 
terdapat banyak mahasiswa yang belum memahami prosedur penulisan karya ilmiah 
yang baik dan belum memahami peraturan Perundang-undangan tentang plagiarisme 
sehingga masih banyak mahasiswa yang melakukan tindakan plagiat baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Hal ini tidak hanya terjadi pada Institut Perguruan 
Tinggi Universitas Negeri Yogyakarta, tetapi kasus plagiarisme juga diindikasikan 
terjadi di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dan bahkan kasus ini terjadi 
pada sebagian besar perguruan tinggi di Indonesia baik negeri maupun swasta. Hal 
yang terjadi terhadap tindak plagiarisme ini yaitu dalam pengutipan istilah, kata/ 
kalimat, data ataupun informasi dari suatu sumber tanpa menyebutkan sumbernya. 
Selain itu fenomena plagiat yang paling fatal  pernah terjadi adalah ditemukannya 
skripsi mahasiswa 100%  mengandung unsur plagiarisme, hal ini terjadi karena tidak 
adanya sumber informasi yang tercantum dalam penulisan skripsi tersebut.  Oleh 
karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang plagiarisme dan 
mengangkat judul mengenai “Peran Perpustakaan dalam mencegah dan 





UIN Alauddin Makassar”, karena disini perpustakaan berperan penting dalam 
menanggulangi maraknya plagiarisme di Perguruan Tinggi khususnya di UIN 
Alauddin Makassar.  
 Sementara itu, kasus plagiarisme  sudah marak terjadi di seluruh pelosok 
dunia terutama di negara indonesia khususnya perguruan tinggi, salah satunya yaitu 
kasus plagiarisme yang cukup menghebohkan dan diulas berkepanjangan oleh media 
massa yaitu  kasus dugaan plagiarisme yang dilakukan oleh seorang dosen yang 
dianggap telah memplagiat karya ilmiah dari seorang peneliti LIPI. Adapun  
penelitian tersebut berjudul Radikalisme Petani Masa Orde Baru (Studi mengenai 
Gerakan Radikal Petani di Kecamatan Rambipuji, Jenggawah dan Mumbulsari, 
Kabupaten Jember, Jawa Timur) hal ini diduga sebagai karya yang di plagiat dari 
hasil penelitian  yang berjudul Konflik Tanah di Jenggawah (Studi Kasus tentang 
Proses dan Hambatan  Penyelesaian Konflik Tanah di Jenggawah, Kabupaten 
Jember, Jawa Timur). Kesalahan yang sangat fatal  karena ia mengabaikan etika 
dalam pengutipan, yaitu keharusan jujur secara intelektual untuk mencantumkan 
sumber asal kutipan dalam disertasinya (Soelistyo,  2011: 132). 
 Perpustakaan merupakan sumber informasi dan sekaligus tempat lalu lintas 
informasi,  setiap karya yang dihasilkan oleh mahasiswa akan ditampung  dan 
dilestarikan di perpustakaan. Dengan kata lain, dapat dikatakan perpustakaan 
berperan sebagai tempat untuk memproduksi ilmu pengetahuan baru, baik itu 
berbentuk buku maupun hasil penelitian mahasiswa seperti skripsi, tesis dan 




dalam hal mengurangi tindakan plagiarisme yang saat ini sering terjadi pada proses 
penyelesaian studi mahasiswa. 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimana  kebijakan yang diterapkan perpustakaan tentang pencegahan dan 
penanggulangan plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa di UPT 
Perpustakaan UIN Alauddin Makassar? 
2. Bagaimana  upaya yang dilakukan perpustakaan dalam mencegah dan 
menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa di UPT 
Perpustakaan UIN Alauddin Makassar? 
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus 
1. Fokus Penelitian 
 Fokus penelitian merupakan batasan masalah yang akan diteliti dalam hal ini 
penulis akan memfokuskan penelitian pada peran perpustakaan dalam mencegah 
dan menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa (S1, S2 dan S3) di 
UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
2. Deskripsi Fokus 
 Institusi perguruan tinggi saat ini sudah mengharuskan agar tidak melakukan 
tindakan plagiarisme pada karya tulis ilmiah mahasiswa, sebagaimana peraturan 
yang telah diterbitkan oleh Menteri Pendidikan Nasional tentang Pencegahan dan 
Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi, dengan itu perpustakaan  






 Plagiarisme itu memiliki arti tindakan yang dilakukan oleh seseorang  dengan 
mengambil hasil buah pikiran orang lain secara sengaja tanpa mencantumkan 
sumbernya, lalu mengakui bahwa karya tersebut adalah hasil dari kerja keras 
pikirannya. Untuk mengurangi tindakan plagiarisme tersebut, pihak perpustakaan 
mengadakan alat deteksi plagiat untuk mengetahui tingkat plagiasi yang 
dilakukan mahasiswa berupa aplikasi berbayar yang disebut turnitin. 
D. Kajian Pustaka 
1. Prosiding “ Perpustakaan dan Plagiarisme” tahun 2014 oleh Purwani Istiana, 
S.IP.,M.A. Membahas tentang plagiarisme, batasan,  alasan mengapa 
seseorang bisa melakukan tindakan plagiasi, serta pencegahan dan 
penanggulangan plagiasi itu sendiri. 
2. Jurnal “Analisis dan Pencegahan Plagiarisme di kalangan Mahasiswa: Studi 
kasus di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Yarsi” tahun 2017 oleh 
Pranajaya. Membahas tentang masalah plagiarisme yang cukup serius dan 
perlu mendapatkan perhatian dari seluruh lapisan dalam dunia pendidikan 
khususnya di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Jika seorang calon 
sarjana sebelum lulus sudah melakukan tindakan plagiasi atau ketidakjujuran 
maka ketika sudah terjun ke masyarakat seluruh perlakuannya akan penuh 
dengan kebohongan. 
3. Jurnal “ Pencegahan Tindak Plagiarisme dalam Penulisan Skripsi: Upaya 
memperkuat Pembentukan Karakter di Dunia Akademik” tahun 2010 oleh 




mahasiswa jurusan PDB FBS UNY pada umumnya masih pada taraf 
duplikasi, yaitu bentuk-bentuk peniruan atau penjiplakan karya orang lain 
dengan persentase duplikasi yang bervariasi.  
4. Jurnal “Peran Perpustakaan dalam mengurangi Plagiarisme” tahun 2013 
oleh Ilham Mashuri. Membahas tentang peran penting perpustakaan dalam 
menekan angka plagiasi sebagai tempat disimpannya informasi. 
5. Jurnal “Upaya Perpustakaan dalam Mengurangi Plagiarisme pada Karya 
Ilmiah Mahasiswa” tahun 2015 oleh Lulu Andarini Aziz, dkk. Membahas 
tentang upaya yang dilakukan UPT Perpustakaan dalam mengurangi 
Plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa dengan memanfaatkan teknologi 
informasi sebagai alat pendukungnya. 
6. Buku “Plagiarisme: pelanggaran hak cipta dan etika” tahun 2011 oleh Henry 
Soelistyo, SH. LL.M. Membahas tentang plagiarisme secara keseluruhan. 
E. Tujuan  
1. Untuk mengetahui kebijakan yang diterapkan perpustakaan tentang 
pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa di 
UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan perpustakaan dalam mencegah dan 
menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa di UPT 







1. Manfaat bagi diri sendiri yaitu dapat menambah wawasan mengenai beberapa 
hal terkait Plagiarisme beserta pencegahan dan penanggulangannya. 
2. Manfaat bagi institusi yaitu dapat meningkatkan kualitas perpustakaan dengan 








1. Pengertian Plagiarisme 
 Kata plagiarisme berasal dari kata latin plagiarius yang berarti merampok, 
membajak. Plagiarisme merupakan tindakan pencurian atau kebohongan 
intelektual.   
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa plagiat adalah pengambilan 
karangan (pendapat) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan 
(pendapat) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atau nama dirinya 
sendiri. Kamus Besar Bahasa Indonesia membedakan secara tegas istilah plagiat 
dengan plagiarisme. Yang terakhir ini diartikan sebagai penjiplakan yang 
melanggar Hak Cipta (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991: 775). 
 Untuk menyamakan pemahaman, perlu dikutip sebuah referensi konseptual 
dari Black’s Law Dictionary yang mendefinisikan plagiarisme sebagai berikut: 
“The deliberate and knowing presentation of another person’s original ideas 
or creative expression as one’s own. Generally, plagiarism is immoral but 
not illegal. If the expression’s creator gives unrestricted permission for its 
use and the user claim the expression as original, the user commits 
plagiarism but does not violate copyright laws. If the original expression is 
copied without permission, the plagiarist may violate copyright laws, even if 
credit goes to the creator. And if the plagiarism result in material gain, it 
may be deemed a passing-off activity that violates the Lanham Act. 
 
“Presentasi yang disengaja dan menggunakan ide asli orang lain atau ekspresi 
kreatif sebagai miliknya. Umumnya, plagiarisme tidak bermoral tetapi tidak 




penggunaannya dan pengguna mengklaim ekpresi sebagai haknya, artinya 
pengguna melakukan plagiarisme tetapi tidak melanggar undang-undang hak 
cipta. Jika ekspresi asli disalin tanpa izin, ahli plagiat dapat melanggar 
undang-undang hak cipta, meskipun kredit diberikan kepada pembuatnya. 
Dan jika plagiarisme menghasilkan keuntungan materi, itu dapat dianggap 
sebagai aktivitas berlebihan yang melanggar UU Lanham”. 
 
 Definisi dari kamus tersebut membedakan antara tindakan immoral dengan 
illegal. Namun yang pasti, apabila yang diplagiasi merupakan original creative 
expression, maka plagiator itu dianggap melanggar UU Hak Cipta. Sementara itu, 
penilaian bahwa plagiarisme merupakan pelanggaran Hak Cipta juga secara tegas 
dinyatakan oleh the World Intellectual Property Organization / WIPO dalam 
glossary tahun 1980 (Soelistyo, 2011: 15) sebagai berikut: 
“Generally understood as the act offering or presenting as one’s own the 
work of another, wholly or partly, in a more or less altered form or context. 
The person so doing is called a plagiarist; he is guilty of  deception and, in 
the case of works protected by copyright, also of  infringement of copyright.” 
 
“Secara umum dipahami sebagai tindakan yang menawarkan atau menyajikan 
karya orang lain, secara keseluruhan atau sebagian, dalam bentuk atau 
konteks yang kurang lebih berubah. Orang yang melakukan itu disebut 
plagiator, ia bersalah atas penipuan dan dalam kasus karya yang dilindungi 
oleh hak cipta, juga dari pelanggaran hak cipta.” 
 
 Definisi WIPO pun menerankan bahwa pelanggaran Hak Cipta terjadi bila 
ciptaan yang diplagiat merupakan karya yang dilindungi Hak Cipta. Persyaratan 
ini secara implisit mengindikasikan norma sebaliknya bahwa apabila karya yang 
diplagiat merupakan ciptaan publik domain, maka plagiarisme yang dilakukan itu 
bukan merupakan tindakan pelanggaran Hak Cipta (WIPO, 1980: 192). 
 Selanjutnya mengutip pendapat Alexander Lindsey dalam tulisan Plagiarism 





gagasan atau karya orang lain untuk diakui sebagai karya sendiri atau 
menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumbernya sehingga 
menimbulkan asumsi yang salah atau keliru mengenai asal muasal dari suatu ide, 
gagasan atau karya.  
 Menurut sastrawan Ajib Rosidi sebagaimana dikutip Teuku Kemal Fasya 
dalam (Soelistyo, 2011: 17) Plagiat adalah pengumuman sebuah karya 
pengetahuan atau seni oleh ilmuwan atau seniman kepada publik atas semua atau 
sebagian besar karya orang lain tanpa menyebutkan nama sang pengarang yang 
diambil karyanya. Sementara itu, Paul Goldstein menyatakan plagiat sebagai 
bentuk penjiplakan sehingga dianggap memiliki kaitan dengan Hak Cipta. 
Goldstein setuju dengan pendapat Martial yang menyatakan plagiat adalah 
pengarang yang menyatakan karya orang lain sebagai karangannya. Lebih lanjut 
ditegaskan bahwa plagiat adalah pelanggaran etika, bukan pelanggaran hukum 
dan penegakannya berada dalam kewenangan pejabat, akademik, bukan berada 
dalam lingkup kompetensi pengadilan.  Orang yang dengan sengaja  tidak 
mencantumkan identitas pengarang dalam tulisan yang dikutipnya, itu merupakan 
bentuk pelanggaran Hak Moral. Konsep hukum Hak Cipta, cq Hak Moral 
mewajibkan pengutipan ciptaan orang lain dengan mencantumkan sumbernya 
dan jika seseorang itu melanggar maka dianggap sebagai pelanggaran hukum 
dengan ancaman pidananya, penjara maksimun 2 tahun dan atau denda paling 





Menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 dikatakan: 
“Plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau 
mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan 
mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang 
diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan 
memadai.” (Menteri Pendidikan Republik Indonesia, 2010: 2) 
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia online disebutkan: “Plagiat adalah 
pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya 
seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya)  sendiri,  misalnya  menerbitkan  
karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; jiplakan ” 
 Menurut Oxford American Dictionary dalam Clabaugh  plagiarisme adalah: 
to take and use another  person’s  ideas  or  writing  or  inventions  as one’s own. 
Artinya mengambil  dan menggunakan ide seseorang, tulisan atau penemuan 
seseorang menjadi miliknya. Inilah yang disebut plagiarisme. 
 Daniel Ronda dalam bukunya Belajar Menjadi Pemimpin (Ronda, 2015) 
mengatakan bahwa plagiarisme adalah suatu tindakan pencurian yang dilakukan 
dengan menggunakan tulisan dan pemikiran orang lain tanpa seizin dari 
penulis atau pembicara yang kita ambil idenya. 
 Plagiat merupakan suatu tindakan menyimpang yang melanggar hukum dan 
tidak dapat ditolelir karena mencuri hasil karya ataupun hak cipta orang lain. 
Pelanggaran seperti inilah yang bertentangan dengan Undang-undang No. 





plagiat dapat dijerat hukuman sesuai dengan pasal 25 ayat 2 dan pasal 70 
(Undang-Undang,  2003), yaitu: 
Pasal 25 ayat 2 yang berbunyi: 
“Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk 
memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan 
jiplakan dicabut gelarnya”. 
 
Pasal 70 yang berbunyi: 
“Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar 
akademik, profesi atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat 
(2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama 
dua tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) 
 
2. Tipe-tipe Plagiarisme 
  Mengutip tulisan Belinda mengenai tipe-tipe plagiarisme yang 
disarikan dari tulisan Parvati Iyer dan Abhipsita Singh Menu dalam 
(Soelistyo, 2011: 19) yaitu : 
a. Plagiarisme ide (Plagiarism of  Ideas) 
Tipe plagiarisme ini relatif sulit dibuktikan karena ide atau gagasan itu 
bersifat abstrak dan berkemungkinan memiliki persamaan dengan ide 
orang lain, atau kemungkinan terjadi adanya dua ide yang sama pada dua 
orang pencipta yang berbeda. 
b. Plagiarisme   kata   demi   kata   (Word   for   word Plagiarism).  





c. Plagiarisme  atas  sumber  (Plagiarism  of  Source). Penulis  tidak 
menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya referensi yang dirujuk 
dalam kutipan. 
d. Plagiarisme kepengarangan (Plagiarism of Author- ship). Terjadi apabila 
seseorang mengakui sebagai pengarang dari karya tulis yang disusun oleh 
orang lain.  
3. Faktor Penyebab Plagiarisme 
Beberapa   alasan   pemicu   atau   faktor  pendorong terjadinya tindakan 
plagiat menurut Purwani (Istiana, 2013: 7-8) yaitu: 
a. Terbatasnya waktu untuk menyelesaikan sebuah karya ilmiah   sehingga   
mencari   cara   mudah dengan copy-paste  karya orang lain. 
b. Malas membaca buku-buku yang berhubungan dengan penelitian dan 
kurang melatih pikiran untuk berpikir kritis serta kurang mencari  
referensi jurnal. 
c. Kurangnya   pemahaman   tentang   kapan   dan bagaimana harus 
melakukan kutipan.  Apapun  alasan  seseorang  melakukan  tindakan 
plagiat, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindak pencurian. 
d. Kurangnya referensi yang tersedia di perpustakaan terkait dengan 
pembahasan mengenai judul penelitian. 
 Sementara itu  menurut Amran (2014: 82) dalam skripsinya yang 
berjudul “Plagiat di perguruan tinggi di Indonesia perspektif hukum Islam” 





rendahnya pemahaman mahasiswa mengenai apa dan bagaimana plagiat itu 
dari segi ilmiah maupun dari segi hukum. Dalam hal ini terdapat lima faktor 
yang menjadi penyebab perilaku plagiat mahasiswa di perguruan tinggi yaitu: 
1) Tidak yakin dengan kemampuan diri  
2) Malas mengerjakan tugas 
3) Kesulitan mencari buku referensi 
4) Kurangnya kesadaran 
5) Penyalahgunaan teknologi (copy-paste) 
6) Tidak tahu batasan-batasan dan sanksi plagiat 
4. Sanksi Akibat Plagiarisme 
Menurut Menteri Pendidikan RI Nomor 17 Tahun 2010 (Menteri Pendidikan 
Nasional, 2010: 7) pada pasal 12 yaitu:  
a. Teguran.  Teguran  dilakukan  secara  lisan  oleh institusi dalam hal ini 
pengajar, dosen dan pembimbing. 
b. Peringatan tertulis. 
c. Penundaan pemberian sebagian hak mahasiswa. 
d. Pembatalan nilai, satu atau beberapa mata kuliah yang diperoleh 
mahasiswa. 
e. Pemberhentian tidak dengan hormat dari status sebagai mahasiswa. 





  Sedangkan sanksi  yang  diberikan  dalam  Undang- undang 
Sisdiknas: 
 “Mempergunakan karya ilmiah jiplakan untuk mem- peroleh gelar 
akademik, profesi, vokasi  dipidana pen- jara paling lama 2 tahun 
dan/atau denda   paling banyak Rp 200  juta”. 
 
5. Mencegah Plagiarisme  
Menurut Henry Soelistyo  (Soelistyo, 2011) dalam bukunya yang berjudul 
“Plagiarisme: pelanggaran hak cipta dan etika” bahwa langkah untuk 
mencegah plagiarisme terbagi dua, yaitu: 
a. Langkah Teknis 
1) Materi Kutipan dan Tata Cara Mengutip 
a) Digunakan apabila kalimat asli penulis diungkapkan secara ringkas 
dan sangat meyakinkan. 
b) Dapat digunakan untuk menampilkan argumen utama ketika 
catatan kaki dianggap tidak mencukupi. 
c) Digunakan sebagai issue/ permasalahan yang akan dikomentari, 
dibahas ataupun dianalisis, termasuk menggunakan kutipan dari 
penulis lain untuk tambahan pemikiran dalam merumuskan 
argumentasi dan mempertajam topik diskusi.  
d) Dapat digunakan apabila perumusan ulang atau parafrase dapat 
menimbulkan kesalahpahaman. 
e) Harus digunakan apabila megutip rumus matematika, ilmu alam 





2) Ketentuan mengenai Pengutipan 
 Aturan mengenai masalah pengutipan lebih didasarkan pada nilai 
etika dan norma kepatutan pada diri masing-masing penulis. Selain itu 
pengutipan sesungguhnya lebih bernuansa pada keterampilan yang 
berbasis pengalaman. Adakalanya, tuntutan kebutuhan mengharuskan 
pengutipan dilakukan secara apa adanya sesuai dengan versi penulis 
atau publikasi resmi yang otentik. Penulis yang mengutip harus benar-
benar teliti dan akurat dalam menuangkan kutipannya, baik dalam 
rumusan kalimat, rangkaian kata-kata, maupun tanda baca, dan ejaaan 
yang digunakan (Wahyudi, 2011: 173). 
3) Melakukan Parafrase 
Untuk menghindari plagiarisme adalah dengan melakukan parafrase 
yaitu mengambil ide atau gagasan orang lain dan kemudian 
mengungkapkannya dengan kalimat atau kata-kata sendiri. 
4) Melakukan parafrase dengan tetap menyebutkan sumbernya. 
Mengungkapkan gagasan orang lain dengan menggunakan kata-kata 
sendiri tanpa merubah maksud atau makna dari gagasan tersebut 
dengan tetap menyebutkan sumbernya (Wijaya, 2018: 3). 
5) Teknik Parafrase 
a) Upayakan untuk mengubah penghubung kalimat (misalnya, 
penggunaan ‘tetapi’ dipihak lain ‘sementara’, ‘sama halnya’, 




mengungkapkan perbandingan atau dua pandangan yang bersifat 
kontras. 
b) Mengganti bentuk kata kerja pasif dengan kata kerja aktif atau 
sebaliknya, sehingga berkonsekuensi mengubah struktur kalimat 
yang dikutip. 
c) Mengubah bentuk kata (misalnya, kata kerja diubah menjadi kata 
benda, kata sifat menjadi kata keterangan) dengan berkonsekuensi 
harus melakukan perubahan pada rumusan kalimat yang dikutip. 
d) Mengubah kalimat melalui penggunaan sinonim atau persamaan 
kata yang sekaligus dapat memperkaya perbendaharaan kata dalam 
tulisan. 
6) Menuliskan daftar pustaka atas karya yang dirujuk dengan baik dan 
benar. Artinya harus sesuai dengan panduan yang ditetapkan masing-
masing institusi dalam penulisan daftar pustaka (Wijaya, 2018: 3) 
b. Langkah Akademis mencegah Plagiarisme 
1) Hak cipta menjadi kurikulum  
Konsepsi hukum hak cipta yang mengajarkan perlunya sikap 
pengakuan, penghormatan dan perlindungan terhadap karya cipta 
sesorang, oleh karena itu perlu menjadikan subtansi hak cipta sebagai 
bagian dari kurikulum. 





Sikap keras anti plagiarisme harus terus diperkuat dan diperluas, 
kesadaran untuk menolak juga tak boleh putus ditumbuhkan. 
3) Menumbuhkan integritas pada diri peneliti, sehingga senantiasa bisa 
menjaga dan membentengi diri dari perbuatan copy paste tanpa 
menyebutkan sumber asal. 
4) Meningkatkan fungsi dan peranan pembimbing penelitian, karena 
bagaimanapun hasil penelitian dari mahasiswanya adalah merupakan 
pertaruhan karir dari si pembimbing. 
6. Upaya dan Prosedur Pencegahan Tindakan Plagiat  
 Adapun upaya dan prosedur pencegahan plagiat dalam buku karya 
Henry Soelistyo (Soelistyo, 2011), yaitu: 
a. Tanggung jawab pencegahan plagiarisme 
 Secara institusional, tanggung jawab pencegahan tindakan plagiarisme 
dibebankan pada pimpinan perguruan tinggi. Tanggung jawab itu dijabarkan 
dalam uraian tugas, baik yang berdimensi pengarahan, pengendalian maupun 
teknis administratif. Dalam hal ini pimpinan perguruan tinggi bertugas 
menetapkan dan mengawasi pelaksanaan gaya selingkung atau kode etik 
mahasiswa, dosen, peneliti, atau tenaga kependidikan yang ditetapkan oleh 
senat perguruan tinggi atau organ lain yang sejenis (Menteri Pendidikan 
Nasional, 2010: 5)  untuk setiap bidang ilmu, teknologi, dan seni kalau berisi 
norma-norma dan kaidah-kaidah maka secara berkala kode etik tersebut harus 




meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk menghormati dan 
menghargai karya orang lain. Selanjutnya mengenai teknis pengaturannya, 
yaitu: 
1) Pada setiap karya ilmiah yang dihasilkan di lingkungan perguruan tinggi 
harus dilampirkan pernyataan yang ditandatangani oleh penyusun bahwa 
karya ilmiah tersebut bebas plagiat. Jika di kemudian hari terbukti terdapat 
plagiat, maka penyusu bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 
2) Pimpinan perguruan tinggi wajib mengunggah secara elektronik semua 
karya ilmiah mahasiswa, dosen, peneliti maupun tenaga kependidikan 
yang telah dilampiri pernyataan sesuai yang dijelaskan di atas melalui 
portal Garuda sebagai titik akses terhadap karya ilmiah yang dihasilkan 
atau portal lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.  
b. Upaya Penanggulangan Plagiarisme 
 Dalam rangka penanggulangan plagiarisme, karya ilmiah yang 
digunakan pengangkatan awal atau kenaikan jabatan akademik dan kenaikan 
pangkat dosen, harus memenuhi kewajiban menyerahkan pernyataan 
mengenai keaslian tulisannya. Penilaian sejawat sebidang oleh paling sedikit 
dua orang dosen yang memiliki jabatan akademik  atau kenaikan jabatan 
diproses pada: 
1) Tingkat jurusan, departemen, atau bagian, yaitu untuk jabatan 





2) Tingkat jurusan, departemen atau bagian, senat akademik atau organ 
lain yang sejenis pada aras fakultas dan/atau aras perguruan tinggi, 
yaitu untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar atau 
profesor. 
7. Langkah-langkah Penanggulangan Tindakan Plagiat 
a. Penanggulangan Tindakan Plagiat oleh Mahasiswa 
 Perlu diketahui bahwa tindakan plagiarisme bukannya tidak dapat 
dicegah, melainkan diminimalisasi. Hal tersebut terkait dengan kesadaran  
penulis terutama mahasiswa dan para akademisi. Di lingkungan perguruan 
tinggi misalnya, akan lebih baik jika sosialisasi dijadikan sebagai agenda 
tetap bagian dari edukasi. Langkah penanggulangan plagiat dilakukan secara 
bertahap (Sulistyo, 2011: 117), yaitu: 
1) Apabila mahasiswa telah diduga melakukan plagiat maka ketua jurusan 
harus membuat persandingan antara karya ilmiah mahasiswa dengan karya 
ilmiah yang diduga merupakan sumber yang tidak dinyatakan oleh 
mahasiswa. 
2) Terhadap dugaan tindakan plagiat tersebut, ketua jurusan meminta seorang 
dosen sejawat sebidang untuk memberikan kesaksian secara tertulis 
tentang kebenaran plagiat yang diduga telah dilakukan oleh mahasiswa 
tersebut.  
3) Untuk menjaga obyektivitasnya, mahasiswa yang diduga melakukan 




4) Apabila berdasarkan persandingan dan kesaksian terbukti plagiat, maka 
ketua jurusan menjatuhkan sanksi kepada mahasiswa yang terduga 
melakukan plagiat. 
5) Apabila salah satu dari persandingan ternyata tidak melakukan plagiat 
maka sanksi tidak dapat dijatuhkan. Sebaliknya, jika mahasiswa terbukti 
melakukan plagiat maka hal tersebut harus dipulihkan yaitu dengan 
mengikuti kelaziman yang berlaku. 
b. Penanggulangan Tindakan Plagiat oleh Dosen 
 Apabila terdapat cukup bukti awal adanya dugaan plagiat yang 
dilakukan oleh dosen, maka langkah yang harus dilakukan oleh Pimpinan 
perguruan tinggi adalah membuat persandingan antara karya ilmiah yang 
disusunnya dengan karya ilmiah yang diduga sumber yang tidak dinyatakan 
sebagai referensi. Senat akademik perlu memberikan pertimbangan secara 
tertulis tentang kebenaran dugaan plagiat tersebut. Namun sebelum senat 
akademik memberikan pertimbangan, mereka terlebih dahulu meminta 
Komisi Etik untuk melakukan telaah tentang kebenaran plagiat dan proporsi 
karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiah “plagiator”. Telaah 
ini dilakukan dengan cermat dan hati-hati agar menghasilkan penilaian yang 








B. Karya  Ilmiah 
1. Pengertian Karya Ilmiah 
 Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang disusun oleh sesorang berdasarkan 
hasil-hasil penelitian ilmiah yang telah dilakukannya antara lain dalam bentuk 
makalah, skripsi, dan disertasi (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 
2013: 19). Sementara itu menurut Sri Hartinah (Hartinah: 2) karya tulis ilmiah 
adalah tulisan yang disusun oleh orang atau kelompok orang yang melakukan 
penelitian atau kajian.karya ini ditulis dengan format standar yang meliputi antara 
lain abstrak, pendahulan, bahan dan metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan 
serta daftar pustaka. Contohnya, skripsi, tesis, dan disertasi. Sedangkan karya 
ilmiah adalah tulisan atau artikel yang ditulis oleh orang atau sekelompok orang 
dibidangnya dan berpengalaman. Tulisan harus bukan berasal dari hasil 
penelitian atau kajian tetapi dari gagasan atau tinjauan literatur yang bersifat 
ilmiah dan ditulis berdasarkan kaedah-kaedah ilmiah. Format tulisan tidak perlu 
mengikuti standar karya tulis ilmiah. 
2. Jenis-jenis Karya Ilmiah 
Karya ilmiah secara umum dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, 
yakni karya ilmiah sebagai laporan hasil pengkajian penelitian, dan karya ilmiah 
berupa hasil pemikiran yang bersifat ilmiah. Adapun jenis karya ilmiah di 
perguruan tinggi, menurut Zaenal dalam (Lulu Andriani Aziz, 2015: 5-6) 




a. Makalah adalah karya tulis ilmiah yang menyajikan suatu masalah dengan 
pembahasan sesuai data di lapangan yang bersifat empiris-objektif. 
b. Skripsi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat peneliti 
berdasarkan pendapat orang lain. 
c. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam 
dibandingkan dengan skripsi. 
d. Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang 
dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta yang sahih 
dengan analisis yang terperinci. 
C. Integrasi Keislaman 
 Membahas tentang hak cipta sebuah karya tulis, menurut pandangan islam 
hak cipta pada suatu karya yaitu tetap pada penulisnya. Karena karya tulis tersebut 
merupakan hasil karya yang halal dari kerja keras otaknya, sehingga karya tersebut 
menjadi hak milik pribadi. Dengan itu setiap karya tulis harus dilindungi hukum, 
sehingga sewaktu-waktu apabila ada yang melanggar hak cipta tersebut bisa 
dikenakan sanksi. Misalnya melakukan pencurian, pembajakan ataupun plagiat.  
 Perbuatan memfotokopi, mencetak, menterjemahkan, membaca dan 
sebagainya pada suatu karya tulis seseorang tanpa seizin penulisnya adalah perbuatan 
tidak etis dan dilarang oleh islam. Karena  perbuatan seperti itu bisa termasuk dalam 
kasus  pencurian kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Adapun dalil syar’i 






 َوََل تَْبَخُسوا النَّاَس أَْشيَاَءهُْم َوََل تَْعثَْوا فِي اْْلَْرِض ُمْفِسِدينَ 
  
Terjemahnya:  
 “Dan janganlah kamu merugikan  manusia pada hak-haknya dan    
janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat 
kerusakan”. (Departemen Agama Republik Indonesia, 2006: 374) 
 
 Kata tabkhasu/ kamu kurangi dari kata bakhs yang berarti kekurangan akibat 
kecurangan. Ibn ‘Arabi sebagaimana yang dikutip oleh Ibn ‘Asyur bahwa kata ini 
berarti pengurangan dalam bentuk mencela atau memperburuk sehingga tidak 
disenangi, atau kecurangan dalam timbangan dan takaran dengan melebihkan atau 
mengurangi. Jika Anda berkata di depan umum “Barang Anda buruk” untuk tujuan 
menurunkan harganya padahal kualitas barangnya tidak demikian,  anda dinilai 
telah mengurangi hak orang lain dalam hal ini si penjual (M. Quraish,  2002: 330-
331). 
 Kecurangan yang dimaksud dalam ayat diatas adalah tindakan yang 
dilakukan seseorang seperti halnya menjiplak atau mengutip karya orang lain tanpa 
mencantumkan sumbernya. 
 Kata ta’tsaw terambil dari kata ‘atsa yaitu perusakan atau bersegera 
melakukannya. Penggunaan kata tersebut  bukan berarti larangan bersegera 
melakukan kerusakan tetapi maksudnya jangan melakukan kerusakan dengan 
sengaja. Artinya kata tersebut menjelaskan bahwa apabila kita mengikuti nafsu dan 
bersegera melakukannya maka itu akan membuat kerusakan. Dengan demikian, 
Nabi Syu’aib As menuntun mereka untuk  tidak mengambil hak orang lain baik 




merampok atau mengurangi hak yang seharusnya diterima seseorang. (M. Quraish, 
2002: 330). 
 Dalam ayat diatas  memberikan ketegasan tentang larangan mengambil hak 
cipta orang lain ataupun mengurangi timbangan hak yang seharusnya mereka 
terima. Larangan pada ayat tersebut dalam hal merugikan manusia pada hak-haknya 
berarti seseorang dituntut agar tidak merugikan orang lain atas karya yang 
diciptakannya. Dengan kata lain setiap orang yang sedang  melakukan penelitian 
hendaknya tidak melakukan plagiat atas penelitian sebelumnya karena akan 
merugikan orang yang punya hak atas karya tersebut. Sebenarnya tidak masalah jika 
kita melihat karya orang lain tapi harus dengan mencantumkan sumbernya. 
Menjiplak karya orang lain dengan mengatasnamakan karangan sendiri itu sama 
saja dengan membuat kerusakan di muka bumi atau dengan menjadi seorang 
plagiator. Biasanya seorang peneliti yang ingin cepat selesai melakukan tindakan 
plagiat ini dengan mengambil karangan orang lain dari berbagai sumber lalu 
menjadikan karya tersebut sebagai hasil dari usaha pemikirannya. Inilah yang 
dimaksud dalam ayat “Merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan” 
dimana seseorang secara bebas mengambil hak cipta orang lain. 
 Dalam ayat lain juga dijelaskan tentang larangan mengambil hak orang lain 
atau dalam penelitian  disebut tindakan mencopy paste tanpa mencantumkan 
sumbernya, yaitu dalam QS Al-Baqarah/2/188: 
اِم لَِتأُْكلُوا َفِريًقا ِمْن أَْمَوالِ  ِ بِ َوََل َتأُْكلُوا أَْمَوالَُكْم َبْيَنُكْم بِاْلَباِطِل َوُتْدلُوا بَِها إِلَى اْلُحكَّ ا ِم  النَّ ْْ ِ ْْ ا







 “Janganlah kamu memakan harta kamu, antara kamu dengan jalan 
yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta kepada 
hakim supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda 
orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui. 
(Departemen Agama Republik Indonesia, 2006:29) 
 
 Ayat diatas bermakna bahwa janganlah sebagian kamu mengambil harta 
orang lain dan menguasainya tanpa hak, dan jangan pula menyerahkan urusan harta 
kepada hakim yang berwewenang memutuskan perkara bukan untuk tujuan 
memperoleh hak kalian, namun untuk mengambil hak orang lain dengan melakukan 
dosa serta dalam mengetahui bahwa kalian sebenarnya tidak berhak (Shihab, 2002: 
498) 
 Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang dilarang untuk mengambil hak 
orang lain, seperti  halnya  mengakui  karya orang lain  sebagai hak miliknya, 
karena hal ini dapat merugikan pihak yang memiliki hak karya tersebut. Selain itu 
Allah juga tidak menyukai apabila seseorang melakukan tindakan plagiarisme ini 
dengan melakukan perkara kepada hakim karena sesungguhnya plagiarisme itu 
bukan tindakan pidana. 
 Sedangkan dalam dalil lain  yaitu hadis Nabi yang diriwatkan oleh HR. Abu 
Dawud dan Daruquthni dijelaskan pula tentang larangan mengambil hak orang atau 
plagiarisme  yaitu sebagai berikut. 
َو ََل يَِحلُّ َِلْمِرٍء ِمْن َماِل أَِخْيِه َشْيَء إَِلَّ بِِطْيِب  َخطَبَنَا َرُسْوُل هللاِ َصلَّى هللاُ َعلَْيِه َوَسلََّم فَقَاَل أَََل 






Rasulullah SAW menyampaikan khotbah kepada kami, yang  
sabdanya yaitu: “ketahuilah, tidak halal bagi seseorang sedikitpun 
dari harta saudaranya kecuali dengan kerelaan hatinya”. (HR Abu 
Dawud, dishahihkan oleh Syaikh al Albani dalam Shahihul Jami’ 
no.7662)). 
 
 Hadis Nabi tersebut diatas mengingatkan agar umat islam tidak mengambil 
hak orang lain dan tidak pula memakan harta orang lain kecuali dengan 
persetujuanya. Dan pelanggaran terhadap hak orang lain termasuk  kedalam kategori 
muflis, yaitu orang yang bangkrut amalnya kelak di akhirat. 
 Larangan mengambil hak orang lain pada hadis tersebut termasuk didalamnya 
larangan melakukan plagiarisme terhadap karya seseorang. Hal tersebut sangat jelas 
bahwa menjiplak ataupun mencopy paste karya tulis orang lain tanpa menyebutkan 
sumbernya dengan tujuan agar semua orang tahu bahwa dia adalah seorang yang 
memiliki pengetahuan luas dalam membuat sebuah karya tulis, namun hal tersebut 
akan membahayakan dirinya karena ini adalah salah satu perbuatan tercela dan akan 
menghilangkan keberkahan ilmunya.  
 Dalam Islam dijelaskan aspek-aspek kehidupan bahwa hak cipta karya ilmiah 
tetap pada penulisnya, karena karya ilmiah itu merupakan hasil karya dari 
kemampuan berpikir dan menulis sehingga karya tersebut menjadi hak milik 
pribadi. Dalam hal ini, islam menghormati hak milik pribadi, tetapi hak milik 
pribadi itu bersifat sosial, karena hak tersebut pada hakikatnya adalah hak milik 
Allah yang diamantkan kepada orang yang  memilikinya. Oleh karena itu  karya 





dirusak atau disembunyikan  sebab itu juga merupakan amal saleh yang pahalanya 
tidak pernah terputus bagi penulisnya bahkan jika dia sudah meninggal. 
 Pandangan islam tentang perbuatan plagiat tanpa izin penulis sebagai pemilik 
hak cipta atau ahli warisnya yang sah atau penerbit yang diberi wewenang oleh 
penulisnya adalah perbuatan tidak etis dan dilarang oleh Islam. Sedangkan 
pencurian dengan nilai curian mencapai satu nisab, dalam Islam hukumnya yaitu 




















A. Jenis dan pendekatan Penelitian 
 Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan  
pendekatan secara deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah metode penelitian 
yang berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa 
adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis, fakta dan karakteristik 
objek yang diteliti secara tepat. Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan yang 
juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data 
dengan cara bertatap muka langsung dan berintekrasi dengan orang-orang ditempat.  
 Menurut Sugiyono  metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian 
naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural 
setting) disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini 
lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya, disebut sebagai 
metode kualitatif karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif 
(Sugiyono, 2017:8). 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
 Penelitian dilaksanakan di UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri 
Alauddin Makassar, Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36 Romangpolong-Gowa  dan 
penelitian ini berlangsung  pada 14 Mei  sampai 28 Mei 2019. 
 Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar merupakan 





tanggal 10 November 1965 bersamaan dengan diresmikannya IAIN Alauddin 
Makassar. Sesuai dengan surat Menteri Agama Republik Indonesia 74 tentang 
berdirinya IAIN Alauddin Makassar. 
 Tujuan didirikannya perpustakaan IAIN Alauddin Makassar adalah untuk 
menunjang program Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian, dan 
Pengabdian kepada masyarakat. 
 Tenaga perpustakaan pada tahun 1960 sampai dengan 1973 berjumlah dua 
orang yaitu kepala bagian perpustakaan adalah Syamsuddin AM, BA dan satu staf 
yaitu Sahrir Aksan. 
 Ruangan bagian perpustakaan pada tahun 1960 sampai dengan 1967 
bertempat disebelah selatan gedung Universitas Muslim Indonesia (UMI) jalan 
Kakatua tepatnya satu ruangan kantor sekolah persiapan IAIN. Pertengahan tahun 
1967 IAIN Alauddin Makassar pindah ke jalan Timor Bioskop AA di lantai tiga. 
 Pada tahun 1973 IAIN Alauddin Makassar pindah dijalan Sumbah, 
perpustakaan menempati lantai dasar. Memasuki tahun 1974 IAIN Alauddin 
Makassar pindah ke gunung sari kemudian di jalan Sultan Alauddin, perpustakaan 
menempati gedung fakultas syariah salah satu ruangan kuliah yang berada dilantai 
dua. Tenaga perpustakaannya sudah berjumlah tiga orang yaitu seorang kepala 
perpustakaan dan dua orang staf. Akan tetapi pada tahun 1975 perpustakaan 
mengalami kebakaran yang diakibatkan oleh arus listrik dan menyebabkan banyak 





kerumah jabatan rektor yang berada dalam lingkungan kampus dan kemudian 
perpustakaan pindah ke gedung tarbiyah. 
 Gedung perpustakaan bersambung dengan gedung lembaga pusat 
pengembangan bahasa. Pada tahun 1997 lembaga pusat bahasa IAIN Alauddin  
Makassar ditutup sampai pada tahun 1998, lembaga pusat pengembangan bahasa 
dibuka kembali. Lantai dasar tetap dijadikan kantor dan ruangan kantor. 
 Kemudian pada tahun 2004 perpustakaan IAIN Alauddin Makassar kembali 
pindah ke gedung lantai tiga, lantai pertama ruangan perpustakaan, administrasi, 
penitipan barang, fotocopy, corner amerika serikat, laboratorium, komputer, dan tata 
usaha. Lantai dua bagian pelayanan, referensi, dan cadangan. Sedangkan lantai tiga 
ruang pertemuan, ruang skripsi masing-masing fakultas, dan ruang komputer digital.  
 Kemudian A. Ibrahim menjabat sebagai kepala perpustakaan pada tahun 2003 
sampai november 2008, perpustakaan IAIN berubah nama menjadi perpustakaan 
UIN Alauddin Makassar, berdasarkan peraturan presiden RI Bapak Dr. H. Susilo 
Bambang Yudhoyono.  
 Perpustakaan UIN Alauddin Makassar mengalami pergantian kepala pada 
bulan november 2008, dari A. Ibrahim diserahkan kepada Nursiah Hamid sebagai 
caretaker hingga bulan mei 2010 sebelum dilakukan pemilihan ulang kepala 
perpustakaan baru. Pada saat itu terjadi perubahan besar-besaran karena sesuatu dan 
lain hal. Selama kepentingan pejabat caretaker, Nursiah Hamid melakukan beberapa 
perubahan seperti letak penitipan barang dipindahkan ke lantai tiga. Sedangkan 





 Kemudian pada tanggal 10 november 2010, maka dilantiklah kepala 
perpustakaan baru yaitu Irvan Muliyadi, S.Ag.,SS.,MA. Selama kepemimpinannya 
dilakukan beberapa perubahan yaitu letak penitipan barang kembali ke lantai satu 
serta menempatkan staf sesuai dengan profesinya karena mengingat kurangnya 
pustakawan yang memang mempunyai latar belakang pendidikan diilmu 
perpustakaan. Dengan mengingat perkembangan ilmu perpustakaan dan teknologi 
yang semakin cepat, perpustakaan UIN Alauddin Makassar dengan keterbatasan 
pegawai yang berlatar belakang ilmu perpustakaan tetap berusaha untuk melakukan 
perubahan yang awalnya masih sangat konvensional atau penambahan jumlah 
koleksi dari tahun ke tahun semakin meningkat, begitu pula jumlah pengunjung yang 
semakin bertambah. 
 Pada tahun 2011 perpustakaan UIN Alauddin Makassar dipindahkan ke 
kampus dua di jl. H. M. yasin Limpo No. 36 Samata Kab Gowa, sejak itulah 
perpustakaan mulai berbenah diri serta mengejar ketertinggalan seperti suatu 
program yang bekerja sama dengan orang-orang teknologi informasi (TI) dan 
sekarang program-program tersebut sudah mulai bekerja, namun belum maksimal. 
Akan tetapi suatu perpustakaan yang ideal itu bukan hanya dilihat dari segi 
pembangunan fisik saja, namun juga semua bentuk yang ada kaitannya dengan 
perpustakaan harus maksimal semua, terutama dalam hal program yang harus 
diaplikasikan, karena dengan program tersebut segala aktifivitas yang ada di 





 Selanjutnya pada tanggal 2 januari 2013 dipilihlah Ibu Himayah, 
S.Ag.,S.S.,MIMS sebagai kepala perpustakaan periode 2013 sampai masa jabatan 
berakhir, selama beberapa tahun kepemimpinannya dilakukan beberapa perubahan 
seperti bidang struktur organisasi, penempatan tugas perpustakaan, digitalisasi 
koleksi, dan mulai mengadakan e-jurnal Oxford dan Emerald.  
 Kemudian pada tanggal 10 november 2015 sampai saat ini perpustakaan UIN 
Alauddin Makassar mengalami renovasi bangunan yang merupakan agenda 
pimpinan baru yaitu Bapak Muh. Quraisy Mathar untuk memberikan kenyamanan 
bagi mahasiswa yang datang ke perpustakaan. Hingga saat ini perpustakaan semakin 
berkembang seiring dengan berkembangnya TI. Perubahan sangat terlihat jelas mulai 
dari adanya security gate hingga terciptanya perpustakaan digital. 
 Visi dan Misi UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin 
Makassar: 
a. Visi 
 Menjadikan perpustakaan UIN Alauddin Makassar sebagai pusat ilmu 
pengetahuan  informasi dan dokumentasi ilmiah berbasis teknologi dan peradaban 
islam terdepan dengan teknologi modern serta mendukung utama tercapainya 
UIN Alauddin Makassar sebagai the center of excellent. 
b. Misi 
 Adapun misi perpustakaan UIN Alauddin Makassar yaitu: 
1) Melayani kebutuhan pengetahuan, informasi, dan dokumentasi untuk civitas 





2) Menyediakan layanan informasi berbasis teknologi, untuk kegiatan 
pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. 
3) Mendukung integrasi IPTEK dan ilmu keislaman menuju kampus UIN 
berbasis peradaban islam. 
c. Tujuan  UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar 
 Tujuan dibentuknya UPT UIN Alauddin Makassar adalah: 
1) Mencerdasakan kehidupan bangsa dan meningkatkan minat baca masyarakat. 
2) Menjunjung pengembangan Tri Darma Perguruan Tinggi. 
























































































C. Data dan Sumber Data 
  Data adalah bahan keterangan suatu obyek penelitian. Definisi data hampir 
senada dengan informasi, hanya saja informasi lebih ditonjolkan aspek materi 
(Bungin, 2011). Data yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil observasi, 
wawancara semi terstruktur, dan dokumentasi di Perpustakaan Pusat UIN Alauddin 
Makassar yang sesuai dengan fokus penelitian. 
 Sumber  data yaitu diperoleh  langsung secara lisan atau dengan melakukan  
wawancara  langsung kepada subjek penelitian  yang dijadikan sebagai dasar 
pembahasan. Adapun sumber data utama dicatat menggunakan  catatan  dan  juga 
menggunakan alat rekam serta alat dokumentasi. 
 Adapun sumber data penelitian adalah Wakil Rektor 1, Kepala Perpustakaan,  
Tim Instruktur serta mahasiswa dan beberapa dokumen yang relevan.  
 Seperti  yang  telah  dikemukakan  Moleong  dalam bukunya  (Moleong,  
2002)  adapun  jenis  data  yang digunakan  dalam  suatu penelitian  terdiri dari: 
1. Data Primer 
 Data primer adalah data yang didapatkan oleh peneliti secara langsung 
dilapangan melalui  wawancara kepada informan, informan adalah orang-orang  
yang  menjadi sumber data  yang terkait dalam penelitian ini.  
2. Data Sekunder 
   Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara  





arsip dan dokumen-dokumen. Dokumen-dokumen dalam penelitian ini berupa 
observasi, foto, serta data-data lain yang dibutuhkan. 
D. Tekhnik Pengumpulan Data 
 Dalam  penelitian ini, teknik  pengumpulan  data merupakan faktor yang 
harus  diperhatikan oleh seorang peneliti. Penggunaan teknik pengumpulan data ini 
bersifat lebih disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan analisis penelitian. 
Oleh karena itu, prosedur pengumpulan data dapat dipilih sesuai dengan kemampuan 
dan kebutuhan peneliti. 
 Adapun prosedur  pengumpulan data yang dilaksanakan oleh penulis dalam 
hal ini untuk lebih akurat dapat dilaksanakan melalui beberapa tahap. Adapun tahap-
tahap tersebut yang dimaksud ialah : 
1. Tahap Persiapan 
 Dalam tahap persiapan, sebelum peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian 
untuk mendapatkan informasi, terlebih dahulu peneliti mempersiapkan draft 
penelitian, instrumen penelitian dan administrasi penelitian  seperti  pengaduan  
surat  izin penelitian dan instrumen yang terkait. 
2. Tahap Pengumpulan Data 
 Langkah yang ditempuh oleh penulis dalam pengumpulan data adalah 
penelitian lapangan (Field Research) yaitu suatu penelitian dalam rangka 
mengumpulkan data yang dilakukan secara langsung oleh penulis dengan 






a. Observasi yaitu suatu kegiatan mendasar dengan mengamati fenomena 
yang  ada  lalu  mendokumentasikan  kegiatan tersebut dengan foto. 
b. Wawancara  yaitu pengumpulan informasi dengan mengajukan sejumlah 
pertanyaan-pertanyaan  secara lisan untuk dijawab secara lisan pula. 
c. Dokumentasi  adalah  metode  pengumpulan data dengan jalan meneliti 
dan menulis dokumen-dokumen yang ada dilokasi. 
3. Tahap pengelolaan data. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian 
 lapangan  terlebih  dahulu  diolah kemudian dibahas dalam penelitian ini.  
E. Instrumen Penelitian 
 Menurut Suharsimi Arikunto, instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas 
yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data agar pengumpulan datanya  lebih  
mudah dan hasilnya lebih baik dalam arti lebih cermat, lengkap dan sistematis, 
sehingga lebih mudah diolah (Arikunto,  2013:192). 
 Dengan demikian dapat dikatakan bahwa instrumen penelitian yang 
digunakan  peneliti  yaitu berupa alat yang bisa mendukung informasi yang didapat 
lebih akurat berupa alat rekam, pedoman wawancara, alat dokumentasi, catatan, 
pulpen.  
F. Teknik Analisis  Data 
 Data yang digunakan dalam pembahasan ini bersifat kualitatif, yaitu penulis 
mengolah data yang ada, selanjutnya diinterpretasikan dalam bentuk konsep  yang 
dapat mendukung pembahasan dalam mengolah data tesebut. Penulis menggunakan 





agar yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Menarik kesimpulan mulai dari 
pertanyaan umum menuju petanyaan yang  bersifat  khusus  dengan  menggunakan 
penalaran atau rasio. 
1. Data reduction (reduksi data) 
 Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu  
dicatat  secara  teliti  dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama  peneliti  
ke lapangan maka jumlah  data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. 
Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi  
data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 
yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian  data  yang telah 
direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila 
diperlukan, (Sugiyono, 2013: 247) 
 Dalam tahap ini peneliti akan memilah dan merangkum data mana yang 
dianggap relevan dan penting yang berkaitan dengan masalah peran perpustakaan 
dalam mencegah dan menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa. 
Sedangkan data yang tidak terlalu berkaitan dengan permasalahan penelitian akan 
dibuang. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk laporan 
penelitian. Dengan demikian maka gambaran hasil penelitian akan lebih jelas. 
2. Data display (penyajian data) 
Setelah data reduksi, maka tahap selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam 





chard, pictogram dan sejenisnya (Sugiyono, 2013: 249). Dalam penyajian data 
ini penulis akan menyajikan hubungan antar kategori yaitu dengan 
menghubungkan temuan-temuan baru dengan penelitian terlebih dahulu. 
Penyajian data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hal-hal 
yang menarik dari masalah yang diteliti, metode yang digunakan, penemuan yang 
diperoleh, penafsiran hasil, dan pengintegrasiannya dengan teori sehingga data 
terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan. 
3. Conclusion drawing (verifikasi) 
 Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman  
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 
masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti 
yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi 
apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung  oleh  bukti-
bukti  yang valid dan konsisten peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan 
data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. 
Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin akan 
menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 
tidak, karena seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan 
masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan 





 Ketika kegiatan pengumpulan data dilakukan, seorang penganalisis kualitatif 
sudah mulai mencatat arti benda-benda, penjelasan, pola-pola, alur sebab akibat 
dan proposisi. 
Kesimpulan yang awalnya belum jelas akan disajikan lebih terperinci. Oleh 
karena itu kesimpulan terakhir akan muncul sesuai dengan banyaknya kumpulan-
kumpulan catatan lapangan, metode pencarian data, kecakapan peneliti, akan 





















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
 Adapun hasil penelitian yang dilakukan peneliti yaitu berdasarkan observasi, 
wawancara dan dokumentasi dalam proses pengumpulan data, setelah tahap 
pengumpulan data dilakukan kemudian  peneliti melanjutkan penelitian ke tahap 
pengelolaan data yang selanjutnya dilakukan dengan menganalisis data secara 
deskriptif tentang peran perpustakaan dalam mencegah dan menanggulangi 
plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa . 
1. Kebijakan yang diterapkan perpustakaan tentang pencegahan dan 
penanggulangan plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa  
Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan 
mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan Wakil Rektor 1, Kepala 
perpustakaan dan Tim Instruktur plagiarisme dan mahasiswa di UPT 
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar mengenai kebijakan 
yang diterapkan perpustakaan tentang pencegahan dan penanggulangan 
plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa. Di UPT Perpustakaan Universitas 
Islam Negeri Alauddin Makassar sudah menerapkan sistem deteksi plagiat 
dengan menggunakan alat deteksi turnitin. Oleh karena itu, setiap tindakan yang 
dilakukan akan selalu memunculkan adanya kebijakan terkait dengan 
plagiarisme. Untuk lebih jelasnya peneliti akan melakukan wawancara langsung 






Universitas Islam Negeri Alauddin MakassarMenurut Quraish Mathar sebagai 
Kepala Perpustakaan UIN Alauddin Makassar bahwa kebijakan yang muncul 
dari UIN Alauddin Makassar yaitu dikeluarkannya SK  Rektor tentang pedoman 
pelaksanaan deteksi plagiat pada setiap karya ilmiah di lingkup UIN Alauddin 
Makassar yaitu keputusan Rektor Nomor 198:B tahun 2017. Sementara itu dalam 
lingkup perpustakaan, kebijakan yang dikeluarkan UPT Perpustakaan UIN 
Alauddin Makassar yaitu dengan memberikan pelatihan dasar kepada beberapa 
pustakawan terkait bagaimana cara mengoperasikan software checker yang 
disebut turnitin itu.  Selain itu juga melalui pembimbing agar memberikan 
peringatan kepada mahasiswa sebelum mengusulkan karya ilmiahnya agar dapat 
memahami serta mengurangi tindakan plagiarisme. Dalam hal ini perpustakaan  
diberi kewenangan untuk menindaklanjuti tindakan pencegahan plagiarisme 
tersebut, karena perpustakaan memiliki fungsi utama untuk mempublikasikan 
setiap karya yang dihasilkan oleh penggunanya. Penerapan sistem deteksi plagiat 
di UIN Alauddin Makassar yaitu berdasarkan SOP (Standar Operasional 
Prosedur) yang telah ditetapkan. Hal ini sangat penting diterapkan agar tidak 
terjadi duplikasi pada setiap karya tulis ilmiah yang ada. Selain itu,  tidak ada 
sanksi yang dikeluarkan karena perpustakaan berperan untuk mencegah sebelum 
pelanggaran plagiarisme itu terjadi. Dengan itu tidak akan terjadi kasus 
pelanggaran plagiarisme terhadap karya ilmiah mahasiswa. Berikut pernyataan 





“kalau soal kebijakan itu adalah wewenang pihak rektor, rektor yang 
mengeluarkan keputusan tentang plagiarisme. Kami hanya memberikan 
pelatihan  skill  tentang cara pengoperasian software turnitin kepada beberapa 
staf pustakawan, dalam hal ini kami menerapkan sistem deteksi plagiat 
sebelum karya ilmiah tersebut diajukan  ke pembimbing itu sudah   diberikan 
memang peringatan agar dapat mengantisipasi tindakan plagiarisme. Karena 
tidak semua orang paham apa itu plagiat, umpamanya kami berdiri sebelum 
lampu merah  untuk  memberi tanda peringatan sebelum akhirnya melakukan 
pelanggaran. Jadi tidak ada sanksi karena artinya kita melakukan pencegahan 
sebelum pelanggaran itu terjadi dan sejelek-jeleknya tulisanmu itu adalah 
karyamu”. (Quraish Mathar, 27 Mei  2019) 
  
 Sependapat dengan Quraish Mathar, Haidir Akbar juga mengatakan bahwa  
kebijakan yang ada di UIN Alauddin Makassar yaitu berdasarkan SK (Surat 
Keputusan) yang telah dikeluarkan Rektor tentang plagiarisme, karena di 
perpustakaan memang baru dua tahun terakhir melakukan pencegahan 
plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa. Haidir juga menambahkan kebijakan 
yang dikeluarkan UPT perpustakaan UIN Alauddin Makassar yaitu dengan 
melakukan kerjasama antar fakultas untuk mencegah terjadinya plagiat pada 
penulisan karya ilmiah  proposal skripsi mahasiswa, karena karya ilmiah tersebut 
akan diunggah ke repository kampus setelah melewati proses pendeteksian 
plagiat dan jika lebih dari 24% maka karya ilmiah tersebut masih belum bisa di 
upload karena standarisasi plagiat dapat dinyatakan bebas plagiat maksimal 24%. 
Berikut pernyataan dari Haidir: 
“setahu saya kebijakan itu dikeluarkan Rektor setelah penerapan sistem 
deteksi plagiat diberlakukan dalam dua tahun terakhir ini, sementara itu 
kebijakan  yang  muncul di perpustakaan  ini yaitu kami melakukan kerjasama 
dengan semua fakultas tentang adanya pengecekan karya ilmiah  sebelum 
diujiankan dan karya tersebut harus bebas plagiat karena karya itu akan  kami 






  Sementara itu, Taufiq Mathar juga mengungkapkan bahwa kebijakan yang 
muncul terkait dengan tindakan pencegahan dan penaggulangan plagiarisme di 
UIN Alauddin Makassar yaitu adanya pedoman pelaksanaan deteksi plagiat pada 
setiap karya ilmiah di lingkup UIN Alauddin Makassar. Selain itu juga adanya 
mekanisme deteksi plagiat yaitu apabila karya ilmiah tersebut terindikasi 1 – 
24% berarti karya tersebut memiliki tingkat kemiripan yang rendah, jika 25 – 
49% artinya harus revisi minor dan dikonsultasikan kembali dengan 
pembimbing, begitu pula jika terindikasi 50 – 74% dan apabila 75 – 100% itu 
artinya harus direvisi total dan hal itu bisa saja disuruh untuk buat proposal baru. 
Berikut pernyataan dari Taufiq Mathar: 
“ kebijakannya bisa dilihat nanti pada pedoman pelaksanaan deteksi plagiat 
yang telah resmi dikeluarkan oleh Rektor, ada juga itu mekanisme deteksi 
plagiat yang bisa dilihat nanti misalnya sekian persen itu harus direvisi, kalau 
misalnya sekian persen harus direvisi banyak, kalau sekian persen bisa jadi 
ditolak dan disuruh buat baru”. (Taufiq Mathar, 17 Juni 2019) 
 
 Jawaban para informan di atas didukung oleh pernyataan dari Prof. Dr. 
Mardan selaku wakil rektor 1 sekaligus yang mencetuskan penerapan deteksi 
plagiat sejak tahun 2017. Prof. Dr. Mardan menyatakan bahwa penerapan deteksi 
plagiat merupakan program kerja warek 1, pentingnya diterapkan deteksi plagiat 
tersebut agar setiap karya yang dihasilkan oleh mahasiswa bersifat objektif dan 
bersih dari kecurangan atau lebih mengarah pada pencurian. Selain itu Prof. Dr. 
Mardan juga menambahkan bahwa setiap karya tulis ilmiah mahasiswa tidak 





tim instruktur deteksi plagiat untuk masing-masing fakultas, dalam hal ini pihak 
perpustakaan diberi kewenangan untuk menangani penerapan sistem deteksi 
plagiat karena orang-orang perpustakaan lebih menguasai literasi dan juga lebih 
berpengalaman akan hal plagiarisme. Adapun kebijakan yang muncul dari  
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar terkait dengan pencegahan dan 
penanggulangan plagiarisme adalah dikeluarkannya pedoman pelaksanaan 
deteksi plagiat di UIN Alauddin Makassar. Berikut pernyataan dari Prof. Dr. 
Mardan: 
“kebijakan  yang muncul dari pihak Rektor terkait dengan  pencegahan dan 
penanggulangan tindakan plagiarisme itu yah dengan dikeluarkannya apa itu 
pedoman pelaksanaan plagiat di UIN Alauddin Makassar atau dengan kata 
lain disebut sebagai buku pedoman plagiarisme UIN Alauddin Makassar”. 
(Prof. Dr. Mardan, 14 juni 2019)  
 
 Adapun feedback dari mahasiswa yang melakukan penelitian, mengatakan 
bahwa kebijakan yang muncul terkait pencegahan dan penanggulangan 
plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa yaitu adanya panduan pelaksanaan anti 
plagiarisme atau mekanisme deteksi plagiat yang disebarkan diberbagai tempat 
seperti perpustakaan dan fakultas, selain itu juga ada di website perpustakaan. 
Apabila hasil deteksinya 24% berarti sudah bebas plagiat, jika 25% keatas berarti 
harus dikonsultasikan lagi ke pembimbing.  Berikut pernyataan dari mahasiswa 
tersebut: 
“kebijakannya mungkin dengan adanya itu panduan atau mekanisme deteksi 
anti plagiat yang bisa dilihat di perpustakaan , di fakultas juga ada dan untuk 
lebih detailnya ada juga di website perpustakaan, mungkin itu saja 






 Berdasarkan jawaban dari informan diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan 
yang muncul terkait dengan tindakan pencegahan dan penanggulangan 
plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa di UPT Perpustakaan UIN Alauddin 
Makassar yaitu dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Nomor 198. B tahun 
2017 tentang pedoman pelaksanaan deteksi plagiat pada setiap karya ilmiah di 
lingkup UIN Alauddin Makassar. Selain itu, memberikan pelatihan dasar kepada 
pustakawan tentang cara mengoperasikan software turnitin, kerjasama dengan 
semua fakultas untuk mencegah terjadinya plagiat pada penulisan karya ilmiah 
dan ada pula mekanisme deteksi plagiat. 
2. Upaya yang dilakukan perpustakaan dalam mencegah dan menanggulangi 
plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa 
 Plagiarisme sudah menjadi trending topik didunia kampus  saat ini terutama di 
UIN Alauddin Makassar, upaya untuk mencegah dan menanggulangi plagiarisme 
kini ditangani oleh perpustakaan UIN Alauddin Makassar  dua tahun terakhir ini 
dengan mengaplikasikan perkembangan teknologi informasi menggunakan alat 
deteksi yang disebut turnitin. Untuk mengetahui yang lebih jelasnya peneliti akan 
membahas beberapa jawaban berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan 
dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan terkait dengan upaya 
apa yang dilakukan UPT perpustakaan UIN Alauddin Makassar dalam mencegah 





sudah dilakukan oleh pihak perpustakaan untuk mencegah dan menanggulangi 
plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa.  
 Menurut Quraish Mathar, upaya yang dilakukan perpustakaan untuk 
mencegah dan menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa sudah 
dilakukan yaitu dengan melanggan software berbayar yang disebut turnitin 
sebagai plagiarism checker yaitu alat deteksi plagiat yang mempermudah 
pustakawan mengecek karya ilmiah mahasiswa. Selain itu, upaya lain yang telah 
dilakukan perpustakaan diantaranya yaitu mempercepat digitalisasi koleksi 
perpustakaan yang kemudian akan diunggah ke repository kampus, sosialisasi 
langsung yang dilakukan oleh mahasiswa ke mahasiswa terkait adanya SOP 
(standar operasional prosedur) deteksi awal plagiat pada karya tulis ilmiah. 
Quraish Mathar juga menambahkan bahwa perpustakaan memiliki fungsi utama 
untuk mempublikasikan setiap karya ilmiah yang dihasilkan mahasiswa dan harus 
terbebas dari plagiat agar tidak terjadi duplikasi. Disisi lain yang mendasari UIN 
Alauddin Makassar menerapkan sistem deteksi plagiat yaitu untuk penghargaan 
terhadap hak cipta karya orang lain, hal ini sering terjadi karena kurangnya 
pemahaman dan ketidaksadaran mahasiswa melakukan plagiat. Selain itu karena 
kesombongan akademik dan kurang tegasnya aturan. Berikut pernyataan Quraish 
Mathar: 
 “upayanya yaitu repository, kami juga langganan turnitin pertahunnya, dan 
juga sosialisasi mandiri dari mahasiswa ke mahasiswa, artinya kan ketika 
ada  mahasiswa yang  membawa proposal skripsinya otomatis akan 
melewati SOP deteksi plagiat, dari situ mereka akan saling memberitahukan 





menghargai hak cipta orang lain, karena disini perpustakaan akan 
mempublikasikan setiap karya tulis ilmiah dan itu harus bebas dari 
plagiarisme.” (Quraish Mathar, 27 mei 2019) 
  
 Sedikit berbeda dengan jawaban Quraish Mathar, Haidir menjelaskan bahwa 
upaya yang telah dilakukan perpustakaan UIN Alauddin Makassar untuk 
mencegah dan menanggulangi plagiarisme yaitu dengan plagiarism checker, 
artinya setelah karya ilmiah dikonsultasikan dengan pembimbing selanjutnya akan 
dilakukan pengecekan plagiat oleh tim instruktur deteksi plagiat yang kemudian 
hasilnya akan direvisi jika karya ilmiah tersebut terindikasi plagiat yaitu apabila 
hasil deteksinya 25 – 49% (revisi minor), 50 – 74% (revisi mayor), dan 75 – 
100% (revisi total). Selain itu Haidir juga mengatakan bahwa usaha tersebut tidak 
akan berjalan lancar jika tidak disosialisasikan kepada masyarakat kampus. Oleh 
karena itu, upaya lain yang dilakukan adalah mengadakan kegiatan penyuluhan 
tentang pencegahan dan penanggulangan plagiarisme dan pendidikan pemakai 
tentang bagaimana cara membuat karya tulis ilmiah yang bebas dari plagiat, 
menyebarkan poster/ pamflet  mengenai cara menghindari plagiat pada karya tulis 
ilmiah, dan juga mengadakan standing banner anti plagiat pada setiap fakultas. 
Berikut pernyataan dari Haidir: 
 “sudah banyak upaya yang telah dilakukan  perpustakaan dalam mencegah 
dan menanggulangi plagiat pada karya ilmiah  mahasiswa diantaranya yaitu 
adanya plagiarism checker yang dilanggan perpustakaan, pernah juga 
melakukan penyuluhan pencegahan plagiat yang  dihadiri oleh masing-masing  
perwakilan  fakultas  untuk mengikuti edukasi tentang bagaimana cara 
membuat suatu karya tulis yang bebas dari unsur plagiat, ada juga penyebaran 
poster dan pamflet dan juga untuk setiap fakultas diharuskan mengadakan  
standing  banner anti plagiat, mungkin itu saja upaya yang  sudah dilakukan”. 






 Sementara itu, Taufiq Mathar mengatakan bahwa upaya untuk mencegah dan 
menanggulangi plagiarisme yaitu melanggani turnitin tiap tahun, kemudian 
mensosialisasikan kepada seluruh civitas akademika terkait apa itu plagiarisme. 
Selain itu secara menyeluruh juga sudah ada di website perpustakaan tentang 
panduan pencegahan plagiarisme. Taufiq Mathar juga menambahkan bahwa 
penerapan sistem deteksi plagiat dimulai pada tahun 2016 hal tersebut baru 
diwacanakan, karena pada saat itu terdapat beberapa kasus plagiat yang terjadi di 
tanah air. Dan pada tahun 2017 wacana untuk melanggan alat deteksi plagiat 
sampai kepada pimpinan dan pada akhir 2017 sudah ada SK Rektor yang 
dikeluarkan tentang panduan pelaksanaan deteksi plagiat pada karya ilmiah untuk 
seluruh civitas akademika UIN Alauddin Makassar, awalnya deteksi plagiat hanya 
untuk pengelola jurnal kampus saja karena mereka menerima artikel tiap tahunnya 
dan itu harus dipublikasikan serta untuk menghindari terjadinya duplikasi artikel 
hasil copy paste. Seiring dengan adanya SK Rektor maka terbentuklah pula tim 
instruktur deteksi plagiat terhadap karya skripsi, tesis dan disertasi yaitu 8 orang 
untuk perwakilan  masing-masing fakultas dan disertakan dengan pascasarjana. 
Selain itu Taufiq Mathar juga menerankan bahwa sebenarnya penerapan deteksi 
plagiat di UIN Alauddin Makassar itu dicetuskan oleh Warek 1 lalu membentuk 1 
tim dan Taufiq Mathar termasuk salah satu dari  tim deteksi plagiat tersebut. 
Disisi lain Taufiq Mathar juga termasuk orang yang mengusulkan untuk 





menggunakan alat deteksi plagiat berupa turnitin dan akhirnya hal tersebut 
disetujui oleh Warek 1. Berikut pernyataan dari Taufiq Mathar: 
“ awalnya itu kalau tidak salah ditahun 2016 sudah ada wacana, ketika itu ada 
beberapa kasus plagiat yang terjadi di tanah air khususnya di era teknologi 
saat ini, publikasi ilmiah itu semakin mudah dibuat dengan jalur instan yah 
misalnya copy paste. Nah, ditahun 2017 akhirnya wacana untuk melanggan 
tool/ alat untuk mengecek plagiat itu sampailah ke pimpinan. Ketika itu 
pengelola jurnal di kampus yang hampir tiap tahun menerima artikel untuk 
dipublikasi, nah untuk mencegah terjadinya dobel duplikasi artikel hasil copy 
paste begitu yah akhirnya ada beberapa software yang kami usulkan ke 
pimpinan dan pada akhirnya turnitin yang jadi dilanggan, awalnya baru 
pengelola jurnal yang diberi akun turnitin karena mereka memang butuh alat 
untuk mengecek artikel-artikel yang mereka terima di emailnya masing-
masing dan ditahun yang sama pada akhir 2017 akhirnya dikeluarkan SK 
Rektor tentang panduan pelaksanaan deteksi plagiat pada skripsi, tesis dan 
disertasi pada setiap karya ilmiah civitas akademika UIN Alauddin Makassar 
serta saat itu pula dibentuklah tim instruktur deteksi plagiat untuk 
mengoperasikan turnitin itu ada 8 orang Sknya disitu berdasarkan fakultas 
masing-masing dan sekarang ini sudah jalan 3 tahun dari tahun 2017. Dan 
sebenarnya yang mencetuskan deteksi plagiat ini yah Warek 1 membentuk 
sebuah tim pendamping jurnal, saya salah satu anggotanya yang mengusulkan 
kenapa gunakan turnitin karena pengalaman pribadi waktu saya kuliah di 
Malaysia dulu yah mereka gunakan turnitin, ada software lain juga tapi paling 
sering saya dengar yah ini turnitin dan akhirnya itu disetujui oleh Warek 1, 
kita langganilah itu turnitin pertahun dan harganya ini lumayan besar mungkin 
ratusan juta, disitu ada 50 akun dosen , pengelola jurnal di kampus dan juga 8 
instruktur deteksi plagiat ini”. (Taufiq Mathar, 17 Juni 2019) 
  
 Sedikit berbeda dengan jawaban para informan diatas, warek 1 dalam hal ini 
Prof. Dr. Mardan menambahkan bahwa upaya yang dilakukan untuk mencegah 
dan menanggulangi plagiarisme di perguruan tinggi yaitu pertama membentuk tim 
yang akan menangani sistem deteksi plagiat, kemudian menyusun regulasinya dan 
setelah itu melakukan sosisalisasi baik itu dengan fakultas, lembaga maupun 





karya-karya yang dihasilkan mahasiswa harus dionlinekan atau dipublikasikan 
dengan syarat karya tersebut harus bebas dari unsur  plagiat. Disaat ini 
kebanyakan peniliti khususnya mahasiswa sering melakukan tindakan plagiarisme 
yaitu dengan menjiplak, meniru atau mencopy paste karya orang lain tanpa 
mencantumkan sumbernya. Dan bahkan karya kita sendiri bisa terdeteksi plagiat. 
Berikut pernyataan dari Prof. Dr. Mardan: 
“upaya untuk mencegah dan menanggulangi plagiarisme di perguruan 
tinggi khususnya di Universitas Islam Negeri Alauddin  Makassar ini ada 
beberapa upaya yang telah dilakukan diantaranya yaitu pertama kita 
membentuk timnya dulu dan sebenarnya kalau sesuai dengan tufoksi dan 
harusnya memang plagiat ini ditangani oleh lembaga penjaminan mutu, 
tapi karena tugasnya banyak dan akhirnya berat melakukan semuanya, dan 
demi kesuksesan dan kelancaran program ini akhirnya kami alihkan ke 
perpustakaan dan saya rasa itu paling tepat untuk menangani sistem deteksi 
plagiat  ini karena mereka juga yang paling berpengalaman dan paling 
menguasai literasi. Maka dibentuklah tim pengelola deteksi plagiat yang 
diketuai oleh Taufiq Mathar, nah setelah tim terbentuk maka selanjutnya 
disusunlah regulasinya dan kemudian melakukan sosialisasi baik itu dari 
fakultas, lembaga, maupun univ secara massive. Disisi lain tindakan 
plagiarisme itu bisa saja terjadi pada karya tulis kita sendiri dan ini disebut 
autoplagiarisme. Oleh karena itu kami menghimbau kepada seluruh 
jurusan, semua fakultas untuk tidak mengizinkan ujian hasil/ 
memunaqasahkan karyanya sebelum melakukan deteksi plagiat dulu”. 
(Prof. Dr. Mardan, 14 juni 2019) 
 
 Adapun feedback dari mahasiswa selaku peneliti terkait dengan  upaya  yang 
dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah 
yaitu adanya sosialisasi dan penyuluhan deteksi anti plagiat yang pernah 
dilakukan di perpustakaan UIN Alauddin Makassar, selain itu juga diadakannya 
standing banner tentang panduan anti plagiat pada setiap fakultas, ada pula 





“upayanya yah ini pernah dilakukan penyuluhan deteksi anti plagiat di 
perpustakaan, pernah juga ada sosialisasi tapi itu sudah lama. Dan sepertinya 
di setiap fakultas ada standing banner tentang deteksi anti plagiat juga ada 
poster dan pamflet , setahu saya sih hanya itu”. (Maghfirah, 17 Juni 2019) 
 
 Berdasarkan jawaban para informan diatas dapat disimpulkan bahwa upaya 
yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi plagiarisme pada karya 
ilmiah mahasiswa di UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar yaitu dengan 
melanggan alat deteksi plagiat yang disebut software turnitin kemudian 
membentuk tim yang akan mengoperasikan sistem deteksi anti plagiat tersebut. 
Selain itu, mempercepat digitalisasi koleksi yang selanjutnya akan diunggah ke 
repository kampus, sosialisasi mandiri dari mahasiswa ke mahasiswa maupun 
sosialisasi besar-besaran baik dari fakultas, lembaga, maupun universal, 
penyuluhan tentang pencegahan plagiarisme, pendidikan pemakai tentang 
bagaimana cara membuat karya ilmiah bebas plagiat, penyebaran poster  atau 
pamflet mengenai cara menghindari plagiat pada karya ilmiah, mengadakan 
standing banner anti plagiat pada setiap fakultas. 
Dalam penelitian ini, penulis akan membahas tentang gambaran umum 
turnitin, alat deteksi plagiat yang telah dilanggan perpustakaan Universitas Islam 
Negeri Alauddin Makassar sejak tahun 2017 yaitu berdasarkan hasil penelitian yang 
telah dilakukan peneliti. 
Turnitin adalah layanan pendeteksi plagiarisme komersial Amerika berbasis 
internet yang diluncurkan pada tahun 1997 di Oakland, California Amerika  Serikat. 





di dunia. Harga software ini memang sangat mahal yaitu berkisar hingga ratusan juta 
rupiah untuk multi-account. Cara kerja software ini adalah  dengan menggunakan 
database online yang dimilikinya, jumlahnya ratusan  ribu  hingga jutaan data karya  
ilmiah  dari berbagai  penjuru dunia, dalam beberapa  jam  kemudian  file karya 
ilmiah yang di submit akan mendapatkan  hasil  seberapa tingkat kemiripannya 
dengan karya ilmiah yang lain. Software ini mempunyai  keberhasilan  yang  tinggi 
jika artikel yang dimasukkan menggunakan  bahasa  inggris dan mempunyai 
kelemahan  jika artikel yang di cek menggunakan bahasa non-english (wijaya, 2010) .  
Turnitin pertama kali diadakan di UIN Alauddin Makassar sejak tahun 2017, 
awalnya alat deteksi ini sudah direncanakan sejak tahun 2016 akan tetapi karena 
banyak pertimbangan sehingga baru diterapkan pada tahun 2017. Adapun penerapan 
sistem deteksi plagiat ini adalah merupakan program kerja dari Wakil Rektor 1, 
sementara itu penggunaan alat deteksi plagiat berupa software turnitin adalah usulan 
dari Taufiq Mathar selaku ketua tim instruktur  deteksi plagiat. Pada awalnya sistem 
deteksi plagiat hanya diberlakukan pada jurnal saja, hal ini untuk mencegah 
terjadinya dobel duplikasi artikel hasil copy paste.  Akan tetapi seiring berjalannya 
waktu akhirnya penerapan sistem deteksi plagiat diberlakukan untuk semua jenis 












 Berdasarkan hasil interpretasi data dari hasil observasi dan wawancara yang 
telah dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai peran perpustakaan dalam 
mencegah dan menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa di UPT 
Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Dalam hal ini perpustakaan bukan hanya 
sebagai wadah atau tempat penyimpanan informasi, akan tetapi disisi lain  
perpustakaan memiliki peran penting untuk mencegah terjadinya duplikasi karya 
ilmiah yang dihasilkan oleh mahasiswa, selain untuk mempublikasikan karya yang 
dihasilkan penggunanya perpustakaan terlebih dahulu akan memastikan kualitas 
karya ilmiah tersebut tidak terindikasi plagiat dengan tingkat kemiripan yang sangat 
tinggi. Berdasarkan dari rumusan masalah yang diteliti maka  dapat diambil 
kesimpulan sebagai berikut: 
1. Kebijakan yang diterapkan terkait pencegahan dan penanggulangan 
plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa di UPT Perpustakaan UIN Alauddin 
Makassar adalah: 
a. Adanya Keputusan Rektor  Nomor 198. B tahun 2017 tentang pedoman 
pelaksanaan deteksi plagiat pada setiap karya ilmiah di lingkup UIN 
Alauddin Makassar. 
b. Memberikan pelatihan dasar kepada pustakawan yang telah diberikan SK  





c. Kerjasama dengan semua fakultas terkait dengan adanya mekanisme 
deteksi plagiat pada penulisan karya ilmiah. 
2. Upaya yang dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi plagiarisme pada 
karya ilmiah mahasiswa di UPT Perpustakaan UIN Alauddin Makassar 
adalah: 
a. Langganan alat deteksi plagiat berupa software berbayar bernama turnitin. 
b. Membentuk tim instruktur deteksi plagiat yang akan mengoperasikan 
software turnitin. 
c. Mempercepat proses digitalisasi koleksi, kemudian akan diunggah ke 
repository kampus. 
d. Sosialisasi mandiri maupun secara massive. 
e. Penyuluhan tentang pencegahan plagiarisme pada karya ilmiah untuk 
mahasiswa. 
f. Pendidikan pemustaka tentang bagaimana cara membuat karya ilmiah 
bebas plagiat. 
g. Penyebaran poster/ pamflet  anti plagiarisme. 
h. Pengadaan standing banner anti plagiarisme untuk semua fakultas. 
B. Saran 
 Berdasarkan hasil analisis penelitian tentang peran perpustakaan dalam 
mencegah dan menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa di UPT 
Perpustakaan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar yang ada pada bab 




plagiarisme harus diletakkan di setiap sudut perpustakaan supaya pengunjung 
yang datang pada tempat tertentu dapat mengetahuinya. Selain itu pustakawan 
harus memberikan pendidikan pemakai pada mahasiswa baru terkait cara 
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 PEDOMAN WAWANCARA 
1. Apa saja yang mendasari sehingga UIN Alauddin Makassar menerapkan 
sistem deteksi plagiat? 
2. Siapa yang pertama kali mencetuskan penerapan deteksi plagiat? 
3. Kenapa deteksi plagiat sangat dibutuhkan di UIN Alauddin Makassar? 
4. Apakah ada Surat Keputusan yang dikeluarkan Rektor terkait dengan 
pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi khususnya UIN Alauddin 
Makassar? 
5. Bagaimana bentuk pedoman pencegahan dan penanggulangan plagiat yang 
telah dibuat? 
6. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam mencegah dan menanggulangi  
tindakan plagiarisme di Perguruan Tinggi? 
7. Bagaimana penerapan sistem deteksi plagiat di UIN Alauddin Makassar? 
8. Apa saja bentuk-bentuk pencegahan plagiarisme? 
9. Apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindakan plagiarisme? 
10. Apa saja kebijakan yang dikeluarkan  rektor terkait kasus plagiarisme yang 
dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen? 
11. Bagaimana fenomena plagiarisme di UIN Alauddin Makassar? 
12. Faktor apa yang menyebabkan plagiarisme mewabah di UIN Alauddin 
Makassar? (jika plagiarisme terbukti banyak, apa karena faktor lemahnya 
sanksi, atau faktor kebiasaan, ada mungkin ada faktor lain) 
13. Mekanisme apa yang bisa diterapkan dalam menghambat aksi plagiarisme 
di UIN Alauddin Makassar? 
14. Jika terjadi tindakan plagiarisme sanksi apa yang dapat diberikan kepada 
plagiator agar jerah ? (sanksi akademik, sanksi moral, dan sanksi sosial) 
15. Kenapa pihak perpustakaan yang dipilih menangani sistem deteksi plagiat, 






1. Apakah Anda mengetahui dan memahami tentang plagiarisme? 
2. Apakah ada kebijakan yang dikeluarkan perpustakaan terkait dengan 
pencegahan dan penanggulangan plagiarisme pada karya ilmiah 
mahasiswa? 
3. Apa saja upaya yang telah dilakukan perpustakaan untuk mencegah dan 
menanggulangi plagiarisme pada karya ilmiah mahasiswa? 
4. Apakah ada sosialisasi tentang pencegahan plagiarisme? 
5. Apakah ada sanksi yang dijatuhkan kepada mahasiswa apabila didapati 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2003 
 
TENTANG 
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 
 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
 
 
Menimbang : a.  bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 
1945 mengamanatkan Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, 
perdamaian abadi dan keadilan sosial; 
b.  bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 
sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan 
kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang; 
c. bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan 
kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi 
manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan 
tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu 
dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan 
berkesinambungan; 
d. bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan 
agar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945;  
e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, 
c, dan d perlu membentuk Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan 
Nasional. 
 
Mengingat :  Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 
Dengan persetujuan bersama 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 
MEMUTUSKAN: 
 





Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan: 
1.  Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar 
 dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa 
dan negara. 
2.  Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang - 
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Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai 
agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. 
3.  Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling 
 terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. 
4.  Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi 
diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan 
tertentu. 
5.  Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat 
untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. 
6.  Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, 
pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai 
dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. 
7.  Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi 
diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.  
8.  Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat 
perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang 
dikembangkan. 
9.  Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan 
suatu satuan pendidikan. 
10.  Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan 
pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis 
pendidikan. 
11.  Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas 
pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. 
12.  Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat 
dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. 
13.  Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. 
14.  Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak 
sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan 
pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar 
anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 
15.  Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan 
pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, 
informasi, dan media lain. 
16.  Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan 
kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan 
pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. 
17.  Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh 
wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
18.  Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara 
Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah. 
19.  Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 
pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. 
20.  Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar 
pada suatu lingkungan belajar. 
21.  Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mutu 
pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis 
pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. 
22.  Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan 
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 
23.  Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam 
penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, 
sarana, dan prasarana. 
24.  Dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur 
masyarakat yang peduli pendidikan. 
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25.  Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali 
peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. 
26.  Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
27.  Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai 
perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan. 
28.  Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 
29.  Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah 
kota. 




DASAR, FUNGSI DAN TUJUAN 
 
Pasal 2 
Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
 
Pasal 3 
Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi Marusia yang beriman dan bertakwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 




PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN 
 
Pasal 4 
(1)  Pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif 
dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan 
kemajemukan bangsa. 
(2)  Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka 
dan multimakna. 
(3)  Pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan 
peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. 
(4)  Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan 
mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. 
(5)  Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan 
berhitung bagi segenap warga masyarakat. 
(6)  Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat 




HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA, 
ORANG TUA, MASYARAKAT, DAN PEMERINTAH 
Bagian Kesatu 
Hak dan Kewajiban Warga Negara 
 
Pasal 5 




(2)  Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial 
berhak memperoleh pendidikan khusus. 
(3)  Warga negara di daerah terpencil atau terbelakang serta masyarakat adat yang terpencil 
berhak memperoleh pendidikan layanan khusus. 
(4)  Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak memperoleh 
pendidikan khusus. 




(1)  Setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun wajib mengikuti 
pendidikan dasar. 





Hak dan Kewajiban Orang Tua 
 
Pasal 7 
(1)  Orang tua berhak berperan serta dalam memilih satuan pendidikan dan memperoleh 
informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya. 




Hak dan Kewajiban Masyarakat 
 
Pasal 8 
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan 
evaluasi program pendidikan. 
 
Pasal 9 




Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 
 
Pasal 10 
Pemerintah dan pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan 




(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta 
menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa 
diskriminasi. 
(2)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna 
terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan 








(1)  Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: 
a.  mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan 
diajarkan oleh pendidik yang seagama; 
 b.  mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, dan 
kemampuannya; 
 c.  mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi yang orang tuanya tidak mampu 
membiayai pendidikannya; 
 d.  mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu 
  membiayai pendidikannya; 
 e.  pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara; 
 f.  menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masingmasing 
dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. 
(2)  Setiap peserta didik berkewajiban: 
 a.  menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan 
keberhasilan pendidikan; 
 b.  ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang 
dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
(3)  Warga negara asing dapat menjadi peserta didik pada satuan pendidikan yang 
diselenggarakan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
(4)  Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 









(1)  Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling 
melengkapi dan memperkaya. 
(2)  Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan sistem 
 terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh. 
 
Pasal 14 








Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang 








(1)  Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan 
menengah. 
 
(2)  Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau 
 bentuk lain yang sederajat serta sekolah menengah pertama (SMP) dan madrasah 
 tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. 
 
(3)  Ketentuan mengenai pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 






(1)  Pendidikan menengah merupakan lanjutan pendidikan dasar. 
(2)  Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah 
kejuruan. 
(3)  Pendidikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), 
sekolah menengah kejuruan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk lain 
yang sederajat. 
(4)  Ketentuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 






(1)  Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang 
mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang 
diselenggarakan oleh pendidikan tinggi. 
(2)  Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem terbuka. 
 
Pasal 20 
(1) Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau 
universitas. 
(2)  Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian 
kepada masyarakat. 
(3)  Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, dan/atau vokasi. 
(4)  Ketentuan mengenai perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan 
ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Pasal 21 
(1)  Perguruan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak 
menyelenggarakan program pendidikan tertentu dapat memberikan gelar akademik, 
profesi, atau vokasi sesuai dengan program pendidikan yang diselenggarakannya. 
(2)  Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang bukan perguruan tinggi 
dilarang memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. 
(3)  Gelar akademik, profesi, atau vokasi hanya digunakan oleh lulusan dari perguruan tinggi 
yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasi. 
(4)  Penggunaan gelar akademik, profesi, atau vokasi lulusan perguruan tinggi hanya 




(5)  Penyelenggara pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) atau penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggi yang 
melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif 
berupa penutupan penyelenggaraan pendidikan. 
(6)  Gelar akademik, profesi, atau vokasi yang dikeluarkan oleh penyelenggara pendidikan 
yang tidak sesuai dengan ketentuan ayat (1) atau penyelenggara pendidikan yang bukan 
perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak sah. 
(7)  Ketentuan mengenai gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud pada 




Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak memberikan gelar 
doktor kehormatan (doktor honoris causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh 
penghargaan berkenaan dengan jasa-jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan, 
teknologi, kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan, atau seni. 
 
Pasal 23 
(1)  Pada universitas, institut, dan sekolah tinggi dapat diangkat guru besar atau profesor 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2)  Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih 
aktif bekerja sebagai pendidik di perguruan tinggi. 
 
Pasal 24 
(1)  Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, pada 
perguruan tinggi berlaku kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik serta 
otonomi keilmuan. 
(2)  Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat 
penyelenggaraan pendidikan tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat. 
(3)  Perguruan tinggi dapat memperoleh sumber dana dari masyarakat yang pengelolaannya 
dilakukan berdasarkan prinsip akuntabilitas publik. 
(4)  Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Pasal 25 
(1)  Perguruan tinggi menetapkan persyaratan kelulusan untuk mendapatkan gelar akademik, 
profesi, atau vokasi. 
(2)  Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar 
akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya. 
(3)  Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan dan pencabutan gelar akademik, profesi, atau 








(1)  Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan 
pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan 
formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. 
(2)  Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan 
pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap 
dan kepribadian profesional. 
(3)  Pendidikan nonformal meliputi pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, 
pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, 
 
 8 
pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain 
yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik. 
(4)  Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok 
belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan 
yang sejenis. 
(5)  Kursus dan pelatihan diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal 
pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, 
mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke 
jenjang yang lebih tinggi. 
(6) Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan 
formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh 
Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. 
(7)  Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada 







(1)  Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk 
kegiatan belajar secara mandiri. 
(2) Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan 
formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional 
pendidikan. 
(3)  Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada 




Pendidikan Anak Usia Dini 
 
Pasal 28 
(1)  Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar. 
(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, 
nonformal, dan/atau informal. 
(3)  Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk taman kanak-kanak (TK), 
raudatul athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajat. 
(4)  Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal berbentuk kelompok bermain 
(KB), taman penitipan anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat. 
(5)  Pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga 
atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan. 
(6)  Ketentuan mengenai pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 






(1)  Pendidikan kedinasan merupakan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh 
departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen. 
(2)  Pendidikan kedinasan berfungsi meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam 
pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai dan calon pegawai negeri suatu 
 departemen atau lembaga pemerintah nondepartemen.  
(3)  Pendidikan kedinasan diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan nonformal. 
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(4)  Ketentuan mengenai pendidikan kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), 






(1)  Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau kelompok masyarakat 
dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
(2)  Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota 
masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau 
menjadi ahli ilmu agama. 
(3)  Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, 
dan informal. 
(4)  Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja 
samanera, dan bentuk lain yang sejenis. 
(5)  Ketentuan mengenai pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Bagian Kesepuluh 
Pendidikan Jarak Jauh 
 
Pasal 31 
(1)  Pendidikan jarak jauh diselenggarakan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. 
(2)  Pendidikan jarak jauh berfungsi memberikan layanan pendidikan kepada kelompok 
masyarakat yang tidak dapat mengikuti pendidikan secara tatap muka atau reguler.  
(3)  Pendidikan jarak jauh diselenggarakan dalam berbagai bentuk, modus, dan cakupan yang 
didukung oleh sarana dan layanan belajar serta sistem penilaian yang menjamin mutu 
lulusan sesuai dengan standar nasional pendidikan. 
(4) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Bagian Kesebelas 
Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus. 
 
Pasal 32 
(1)  Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat 
kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, 
sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. 
(2)  Pendidikan layanan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil 
atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, 
bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. 
(3)  Ketentuan mengenai pelaksanaan pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus 







(1)  Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Negara menjadi bahasa pengantar dalam pendidikan 
nasional. 
(2)  Bahasa daerah dapat digunakan sebagai bahasa pengantar dalam tahap awal pendidikan 
apabila diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu. 
(3)  Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar pada satuan pendidikan tertentu 








(1)  Setiap warga negara yang berusia 6 tahun dapat mengikuti program wajib belajar. 
(2)  Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada 
jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya. 
(3)  Wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga 
pendidikan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. 
(4)  Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 
(3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
BAB IX 
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN 
 
Pasal 35 
(1)  Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 
kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian pendidikan 
yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. 
(2)  Standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan pengembangan kurikulum, 
 tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan.  
(3)  Pengembangan standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan 
pencapaiannya secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, 
dan pengendalian mutu pendidikan. 
(4)  Ketentuan mengenai standar nasional pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 






(1)  Pengembangan kurikulum dilakukan dengan mengacu pada standar nasional pendidikan 
untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
(2)  Kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip 
 diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik. 
(3)  Kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan 
Republik Indonesia dengan memperhatikan: 
 a.  peningkatan iman dan takwa; 
 b.  peningkatan akhlak mulia; 
 c.  peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; 
 d. keragaman potensi daerah dan lingkungan; 
 e.  tuntutan pembangunan daerah dan nasional; 
 f.  tuntutan dunia kerja; 
 g.  perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; 
 h.  agama; 
 i.  dinamika perkembangan global; dan 
 j.  persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan. 
(4)  Ketentuan mengenai pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat 
 (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Pasal 37 
(1)  Kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat: 
a.  pendidikan agama; 
b.  pendidikan kewarganegaraan; 
c.  bahasa; 
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d.  matematika; 
e.  ilmu pengetahuan alam; 
f.  ilmu pengetahuan sosial; 
g.  seni dan budaya; 
h.  pendidikan jasmani dan olahraga; 
i.  keterampilan/kejuruan; dan 
j.  muatan lokal. 
(2)  Kurikulum pendidikan tinggi wajib memuat: 
a.  pendidikan agama; 
b.  pendidikan kewarganegaraan; dan 
c.  bahasa. 
(3)  Ketentuan mengenai kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) 
 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Pasal 38 
(1)  Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan dasar dan menengah ditetapkan oleh 
Pemerintah. 
(2)  Kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya 
oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah 
koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota 
untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah. 
(3)  Kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan tinggi yang  bersangkutan 
dengan mengacu pada standar nasional pendidikan untuk setiap program studi. 
(4)  Kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh perguruan 





PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN 
 
Pasal 39 
(1)  Tenaga kependidikan bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, 
pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan 
pendidikan. 
(2)  Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan 
proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan 
pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi 
pendidik pada perguruan tinggi. 
 
Pasal 40 
(1)  Pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh: 
a.  penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai; 
b.  penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; 
c.  pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; 
d.  perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas hasil kekayaan 
intelektual; dan 
e.  kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan untuk 
menunjang kelancaran pelaksanaan tugas. 
(2)  Pendidik dan tenaga kependidikan berkewajiban: 
a.  menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, 
dan dialogis; 
b.  mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan; dan 
c.  memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai 





(1)  Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bekerja secara lintas daerah. 
(2)  Pengangkatan, penempatan, dan penyebaran pendidik dan tenaga kependidikan diatur 
oleh lembaga yang mengangkatnya berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan formal. 
(3)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib memfasilitasi satuan pendidikan dengan 
pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan untuk menjamin terselenggaranya 
pendidikan yang bermutu. 
(4)  Ketentuan mengenai pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Pasal 42 
(1)  Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan jenjang 
kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk 
mewujudkan tujuan pendidikan nasional. 
(2)  Pendidik untuk pendidikan formal pada jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, 
pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi dihasilkan oleh perguruan tinggi yang 
terakreditasi. 
(3)  Ketentuan mengenai kualifikasi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Pasal 43 
(1)  Promosi dan penghargaan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan berdasarkan 
latar belakang pendidikan, pengalaman, kemampuan, dan prestasi kerja dalam bidang 
pendidikan. 
(2)  Sertifikasi pendidik diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program 
pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi.  
(3)  Ketentuan mengenai promosi, penghargaan, dan sertifikasi pendidik sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Pasal 44 
(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membina dan mengembangkan tenaga 
kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan 
pemerintah daerah. 
(2)  Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat berkewajiban membina dan mengembangkan 
tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya. 
(3)  Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membantu pembinaan dan pengembangan 





SARANA DAN PRASARANA PENDIDIKAN 
 
Pasal 45 
(1)  Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal menyediakan sarana dan prasarana yang 
memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi 
fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. 
(2)  Ketentuan mengenai penyediaan sarana dan prasarana pendidikan pada semua satuan 













Tanggung Jawab Pendanaan 
 
Pasal 46 
(1)  Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, pemerintah 
daerah, dan masyarakat. 
(2)  Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran pendidikan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 
(3)  Ketentuan mengenai tanggung jawab pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Bagian Kedua 
Sumber Pendanaan Pendidikan 
 
Pasal 47 
(1)  Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, dan 
keberlanjutan. 
(2)  Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang ada 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(3)  Ketentuan mengenai sumber pendanaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Bagian Ketiga 
Pengelolaan Dana Pendidikan 
 
Pasal 48 
(1)  Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, 
dan akuntabilitas publik. 
(2)  Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Bagian Keempat 
Pengalokasian Dana Pendidikan 
 
Pasal 49 
(1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 
20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan 
minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD). 
(2)  Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
(3)  Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan 
diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
(4)  Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(5)  Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 










(1)  Pengelolaan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab menteri. 
(2)  Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan untuk 
menjamin mutu pendidikan nasional. 
(3)  Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu 
satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan 
pendidikan yang bertaraf internasional. 
(4)  Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi atas penyelenggaraan pendidikan, 
pengembangan tenaga kependidikan, dan penyediaan fasilitas penyelenggaraan 
pendidikan lintas daerah kabupaten/kota untuk tingkat pendidikan dasar dan menengah. 
(5)  Pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan pendidikan menengah, serta 
satuan pendidikan yang berbasis keunggulan lokal. 
(6)  Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan 
di lembaganya. 
(7)  Ketentuan mengenai pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 




(1)  Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan 
menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip 
manajemen berbasis sekolah/madrasah. 
(2)  Pengelolaan satuan pendidikan tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi, 
akuntabilitas, jaminan mutu, dan evaluasi yang transparan. 
(3)  Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikasenbagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Pasal 52 
(1)  Pengelolaan satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah  
 daerah, dan/atau masyarakat. 
(2)  Ketentuan mengenai pengelolaan satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Bagian Kedua 
Badan Hukum Pendidikan 
 
Pasal 53 
(1)  Penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang didirikan oleh Pemerintah atau 
masyarakat berbentuk badan hukum pendidikan. 
(2)  Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi memberikan 
pelayanan pendidikan kepada peserta didik. 
(3)  Badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip nirlaba dan 
dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. 










(1)  Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, 
keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam 
penyelenggaraan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan. 
(2)  Masyarakat dapat berperan serta sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil 
pendidikan. 
(3)  Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Bagian Kedua 
Pendidikan Berbasis Masyarakat 
 
Pasal 55 
(1)  Masyarakat berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat pada pendidikan 
formal dan nonformal sesuai dengan kekhasan agama, lingkungan sosial, dan budaya 
untuk kepentingan masyarakat. 
(2)  Penyelenggara pendidikan berbasis masyarakat mengembangkan dan melaksanakan 
kurikulum dan evaluasi pendidikan, serta manajemen dan pendanaannya sesuai dengan 
standar nasional pendidikan. 
(3)  Dana penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat dapat bersumber dari 
penyelenggara, masyarakat, Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau sumber lain yang 
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(4)  Lembaga pendidikan berbasis masyarakat dapat memperoleh bantuan teknis, subsidi 
dana, dan sumber daya lain secara adil dan merata dari Pemerintah dan/atau pemerintah 
daerah. 
(5)  Ketentuan mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat 
(2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Bagian Ketiga 
Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah 
 
Pasal 56 
(1)  Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi 
perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan 
dan komite sekolah/madrasah. 
(2)  Dewan pendidikan sebagai lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan 
mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan 
tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat nasional, 
provinsi, dan kabupaten/kota yang tidak mempunyai hubungan hirarkis. 
(3)  Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk dan berperan dalam 
peningkatan mutu pelayanan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan 
tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan 
pendidikan. 
(4)  Ketentuan mengenai pembentukan dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah 











(1)  Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional sebagai 
bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. 
(2)  Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan pada jalur 
formal dan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan. 
 
Pasal 58 
(1)  Evaluasi hasil belajar peserta didik dilakukan oleh pendidik untuk memantau proses, 
kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. 
(2)  Evaluasi peserta didik, satuan pendidikan, dan program pendidikan dilakukan oleh 
lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistemik untuk menilai 
pencapaian standar nasional pendidikan. 
 
Pasal 59 
(1)  Pemerintah dan pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap pengelola, satuan, jalur, 
jenjang, dan jenis pendidikan. 
(2)  Masyarakat dan/atau organisasi profesi dapat membentuk lembaga yang mandiri untuk 
melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58. 
(3)  Ketentuan mengenai evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur 






(1)  Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada 
jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 
(2)  Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan oleh Pemerintah dan/atau 
lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik. 
(3)  Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka. 
(4)  Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 






(1)  Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi. 
(2)  Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar 
dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan 
oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 
(3)  Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan 
kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi 
untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan 
oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. 
(4)  Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat 







PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN 
 
Pasal 62 
(1)  Setiap satuan pendidikan formal dan nonformal yang didirikan wajib memperoleh izin 
Pemerintah atau pemerintah daerah. 
(2)  Syarat-syarat untuk memperoleh izin meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik 
dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, 
sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan. 
(3)  Pemerintah atau pemerintah daerah memberi atau mencabut izin pendirian satuan 
pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(4)  Ketentuan mengenai pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 
 
Pasal 63 
Satuan pendidikan yang didirikan dan diselenggarakan oleh Perwakilan Republik Indonesia di 




PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN OLEH LEMBAGA NEGARA LAIN 
 
Pasal 64 
Satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh perwakilan negara asing di wilayah Negara 
Kesatuan Republik Indonesia, bagi peserta didik warga negara asing, dapat menggunakan 




(1)  Lembaga pendidikan asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat 
menyelenggarakan pendidikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(2)  Lembaga pendidikan asing pada tingkat pendidikan dasar dan menengah wajib 
memberikan pendidikan agama dan kewarganegaraan bagi peserta didik warga negara 
Indonesia. 
(3)  Penyelenggaraan pendidikan asing wajib bekerja sama dengan lembaga pendidikan di 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan mengikutsertakan tenaga pendidik 
dan pengelola warga negara Indonesia. 
(4)  Kegiatan pendidikan yang menggunakan sistem pendidikan negara lain yang 
diselenggarakan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
(5)  Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada 







(1)  Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madraza 
melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis 
pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing. 
(2)  Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan prinsip transparansi 
dan akuntabilitas publik. 
(3)  Ketentuan mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut 








(1)  Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara pendidikan yang memberikan ijazah, 
sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, dan/atau vokasi tanpa hak dipidana dengan 
pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(2)  Penyelenggara perguruan tinggi yang dinyatakan ditutup berdasarkan Pasal 21 ayat (5) 
dan masih beroperasi dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(3)  Penyelenggara pendidikan yang memberikan sebutan guru besar atau profesor dengan 
melanggar Pasal 23 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun 
dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
(4)  Penyelenggara pendidikan jarak jauh yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 
 
Pasal 68 
(1)  Setiap orang yang membantu memberikan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, 
profesi, dan/atau vokasi dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan dipidana 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling banyak 
Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2)  Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, 
dan/atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikan yang tidak memenuhi persyaratan 
dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(3)  Setiap orang yang menggunakan gelar lulusan yang tidak sesuai dengan bentuk dan 
singkatan yang diterima dari perguruan tinggi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 21 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau 
pidana denda paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).  
(4)  Setiap orang yang memperoleh dan/atau menggunakan sebutan guru besar yang tidak 
sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) dan/atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling 




(1)  Setiap orang yang menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelar akademik, profesi, 
dan/atau vokasi yang terbukti palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima 
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
(2)  Setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau sertifikat 
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) yang terbukti 
palsu dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau pidana denda 
paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 
 
Pasal 70 
Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau 
vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) terbukti merupakan 
jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). 
 
Pasal 71 
Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan tanpa izin Pemerintah atau pemerintah daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 









Penyelenggaraan pendidikan yang pada saat undang-undang ini diundangkan belum berbentuk 
badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 tetap berlaku sampai dengan 
terbentuknya undang-undang yang mengatur badan hukum pendidikan. 
 
Pasal 73 
Pemerintah atau pemerintah daerah wajib memberikan izin paling lambat dua tahun kepada 




Semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 
1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390) yang ada pada saat diundangkannya 
undang-undang ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti 







Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini 
harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini. 
 
Pasal 76 
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 48/Prp./1960 tentang 
Pengawasan Pendidikan dan Pengajaran Asing (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 155, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 2103) dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 3390) dinyatakan tidak berlaku. 
 
Pasal 77 
Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 
 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Juli 2003 
 




Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 8 Juli 2003 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 20 TAHUN 2003 
TENTANG 
SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL 
 
I. UMUM 
Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar 
manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain 
yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat 
pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan 
satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, 
seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu 
tujuan negara Indonesia. 
Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, 
desentralisasi, keadilan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa 
dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan 
memberikan dampak yang mendasar pada kandungan, proses, dan manajemen sistem 
pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan 
tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan 
tersebut menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, di antaranya pembaharuan kurikulum, 
yaitu diversifikasi kurikulum untuk melayani peserta didik dan potensi daerah yang beragam, 
diversifikasi jenis pendidikan yang dilakukan secara profesional, penyusunan standar kompetensi 
tamatan yang berlaku secara nasional dan daerah menyesuaikan dengan kondisi setempat; 
penyusunan standar kualifikasi pendidik yang sesuai dengan tuntutan pelaksanaan tugas secara 
profesional; penyusunan standar pendanaan pendidikan untuk setiap satuan pendidikan sesuai 
prinsip-prinsip pemerataan dan keadilan; pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah 
dan otonomi perguruan tinggi; serta penyelenggaraan pendidikan dengan sistem terbuka dan 
multimakna. Pembaharuan sistem pendidikan juga meliputi penghapusan diskriminasi antara 
pendidikan yang dikelola pemerintah dan pendidikan yang dikelola masyarakat, serta pembedaan 
antara pendidikan keagamaan dan pendidikan umum. 
Pembaharuan sistem pendidikan nasional dilakukan untuk memperbaharui visi, misi, dan strategi 
pembangunan pendidikan nasional. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem 
pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua 
warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan 
proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. 
 
Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut: 
1.  mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan  yang 
bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia; 
2.  membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia 
dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; 
3.  meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan 
pembentukan kepribadian yang bermoral; 
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4.  meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat 
pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai 
 berdasarkan standar nasional dan global; dan 
5.  memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan 
prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan RI. 
Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional tersebut, pendidikan nasional berfungsi 
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 
demokratis serta bertanggung jawab. 
Pembaharuan sistem pendidikan memerlukan strategi tertentu. Strategi pembangunan 
pendidikan nasional dalam undang-undang ini meliputi : 
1.  pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; 
2.  pengembangan dan pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi; 
3.  proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; 
4.  evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; 
5.  peningkatan keprofesionalan pendidik dan tenaga kependidikan; 
6.  penyediaan sarana belajar yang mendidik; 
7.  pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan berkeadilan; 
8.  penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; 
9.  pelaksanaan wajib belajar; 
10.  pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; 
11.  pemberdayaan peran masyarakat; 
12.  pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; dan 
13.  pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. 
Dengan strategi tersebut diharapkan visi, misi, dan tujuan pendidikan nasional dapat terwujud 
secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan 
pendidikan. 
Pembaruan sistem pendidikan nasional perlu pula disesuaikan dengan pelaksanaan otonomi 
daerah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. 
Sehubungan dengan hal-hal di atas, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional perlu diperbaharui dan diganti. 
 















Pendidikan dengan sistem terbuka adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas 
pilihan dan waktu penyelesaian program lintas satuan dan jalur pendidikan (multi entry-multi exit 
system). Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program-program 
pendidikan pada jenis dan jalur pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan 
melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh. Pendidikan multimakna adalah proses 
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pendidikan yang diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, 












Memberdayakan semua komponen masyarakat berarti pendidikan diselenggarakan oleh 


























Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau 
disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan pendidikan 




Pendidik dan/atau guru yang mampu mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan peserta 
didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan 




































Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan 
pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 
lebih tinggi. 
Pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik 
terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. 
Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pascasarjana yang 
diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. 
Pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan 
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. 
Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk 
memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. 
Pendidikan keagamaan merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang 
mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan 
pengetahuan tentang ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama. 
Pendidikan khusus merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang 
berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara 










Pendidikan yang sederajat dengan SD/MI adalah program seperti Paket A dan yang sederajat 

























Akademi menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu cabang atau sebagian mabang ilmu 
pengetahuan, teknologi, dan/atau seni tertentu. 
Politeknik menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. 
Sekolah tinggi menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau vokasi dalam lingkup satu 
disiplin ilmu tertentu dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi. 
Institut menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sekelompok 
disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni dan jika memenuhi syarat dapat 
menyelenggarakan pendidikan profesi. 
Universitas menyelenggarakan pendidikan akademik dan/atau pendidikan vokasi dalam sejumlah 









































Guru besar atau profesor adalah jabatan fungsional bagi dosen yang masih mengajar di 



















Pendidikan kecakapan hidup (life skills) adalah pendidikan yang memberikan kecakapan 
personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau 
usaha mandiri. 
Pendidikan kepemudaan adalah pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader 
pemimpin bangsa, sepert i organisasi pemuda, pendidikan kepanduan/kepramukaan, 
keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.  
Pendidikan pemberdayaan perempuan adalah pendidikan untuk mengangkat harkat dan 
martabat perempuan. 
Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan 
pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, 
paket B, dan paket C. 
Pendidikan dan pelatihan kerja dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik 
dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan 






Kursus dan pelatihan sebagai bentuk pendidikan berkelanjutan untuk mengembangkan 
kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan, standar 
kompetensi, pengembangan sikap kewirausahaan serta pengembangan kepribadian profesional. 















Pendidikan anak usia dini diselenggarakan bagi anak sejak lahir sampai dengan enam tahun dan 






Taman kanak-kanak (TK) menyelenggarakan pendidikan untuk mengembangkan kepribadian 
dan potensi diri sesuai dengan tahap perkembangan peserta didik. 
Raudhatul athfal (RA) menyelenggarakan pendidikan keagamaan Islam yang menanamkan nilai-
nilai keimanan dan ketakwaan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi diri seperti 

























Bentuk pendidikan jarak jauh mencakup program pendidikan tertulis (korespondensi), radio, 
audio/video, TV, dan/atau berbasis jaringan komputer. 
Modus penyelenggaraan pendidikan jarak jauh mencakup pengorganisasian tunggal (single 
mode), atau bersama tatap muka (dual mode). 
Cakupan pendidikan jarak jauh dapat berupa program pendidikan berbasis mata pelajaran/mata 















Pengajaran bahasa daerah pada jenjang pendidikan dasar di suatu daerah disesuaikan dengan 
intensitas penggunaannya dalam wilayah yang bersangkutan. 










Standar isi mencakup ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan ke dalam 
persyaratan tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, 
dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis 
pendidikan tertentu. 
Kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, 
pengetahuan, dan keterampilan sesuai dengan standar nasional yang telah disepakati. 
Standar tenaga kependidikan mencakup persyaratan pendidikan prajabatan dan kelayakan, baik 
fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. 
Standar sarana dan prasarana pendidikan mencakup ruang belajar, tempat berolahraga, 
tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi 
dan berekreasi, dan sumber belajar lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, 
termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. 
Peningkatan secara berencana dan berkala dimaksudkan untuk meningkatkan keunggulan lokal, 






Badan standardisasi, penjaminan, dan pengendalian mutu pendidikan bersifat mandiri pada 










Pengembangan kurikulum secara berdiversifikasi dimaksudkan untuk memungkinkan 
penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan 












Pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman 
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. 
Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia 
yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. 
Bahan kajian bahasa mencakup bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing dengan 
pertimbangan: 
1.  Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional; 
2.  Bahasa daerah merupakan bahasa ibu peserta didik; dan 
3.  Bahasa asing terutama bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang sangat 
penting kegunaannya dalam pergaulan global. 
Bahan kajian matematika, antara lain, berhitung, ilmu ukur, dan aljabar dimaksudkan untuk 
mengembangkan logika dan kemampuan berpikir peserta didik. 
Bahan kajian ilmu pengetahuan alam, antara lain, fisika, biologi, dan kimia dimaksudkan untuk 
mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap 
lingkungan alam dan sekitarnya. 
Bahan kajian ilmu pengetahuan sosial, antara lain, ilmu bumi, sejarah, ekonomi, kesehatan, dan 
sebagainya dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan 
analisis peserta didik terhadap kondisi sosial masyarakat. 
Bahan kajian seni dan budaya dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi 
manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya. Bahan kajian seni mencakup menulis, 
menggambar/melukis, menyanyi, dan menari. 
Bahan kajian pendidikan jasmani dan olah raga dimaksudkan untuk membentuk karakter peserta 
didik agar sehat jasmani dan rohani, dan menumbuhkan rasa sportivitas. 
Bahan kajian keterampilan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang 
memiliki keterampilan. 
Bahan kajian muatan lokal dimaksudkan untuk membentuk pemahaman terhadap potensi di 













Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pamong belajar, pengawas, 










Yang dimaksud dengan penghasilan yang pantas dan memadai adalah penghasilan yang 
mencerminkan martabat guru sebagai pendidik yang profesional di atas kebutuhan hidup 
minimum (KHM). 
Yang dimaksud dengan jaminan kesejahteraan sosial yang pantas dan memadai, antara 



















Pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertugas di mana pun dalam wilayah Negara Kesatuan 






Pemberian fasilitas oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah dimaksudkan untuk 
menghindari adanya daerah yang kekurangan atau kelebihan pendidik dan tenaga kependidikan, 













Program sertifikasi bertujuan untuk memenuhi kualifikasi minimum pendidik yang merupakan 















Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan 
pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan pendidikan, hibah, wakaf, zakat, 
pembayaran nadzar, pinjaman, sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak 















































Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk 









Yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi 
manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah 













Badan hukum pendidikan dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi penyelenggara dan/atau 
































































Peraturan perundang-undangan yang dimaksud antara lain mencakup undang-undang tentang 
imigrasi, pajak, investasi asing, dan tenaga kerja. 
 
Ayat (2) 




















Peraturan pemerintah yang dimaksud dalam ayat ini, antara lain, mengatur tata cara 
pengawasan dan sanksi administratif. 
 
Pasal 67 
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Cukup jelas 
 
Pasal 68 
Cukup jelas 
 
Pasal 69 
Cukup jelas 
 
Pasal 70 
Cukup jelas 
 
Pasal 71 
Cukup jelas 
 
Pasal 72 
Cukup jelas 
 
 
Pasal 73 
Cukup jelas 
 
Pasal 74 
Cukup jelas 
 
Pasal 75 
Cukup jelas 
 
Pasal 76 
Cukup jelas 
 
Pasal 77 
Cukup jelas 
 









